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WIWIN, nomor pokok E121 13 033, Program Studi Ilmu 
Pemerintahan Departemen Politik Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial 
dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Menyusun skripsi dengan 
judul: “PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM 
PEMBANGUNAN DESA DI DESA SALASSAE KECAMATAN 
BULUKUMPA KABUPATEN BULUKUMBA”. (Dibimbing oleh Dr. Hj. 
Rabinah Yunus, M.Si dan Rahmatullah, S.IP, M.Si). 
  
Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui fungsi Badan 
Permusyawaratan Desa di Desa Salassae Kecamatan Bulukumpa 
Kabupaten Bulukumba serta untuk mengetahui faktor-faktor yang 
mempengaruhi peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam 
pelaksanaan pembangunan. Penelitian ini berlangsung kurang lebih 3 
bulan dan berlokasi di Desa salassae Kabupaten Bulukumba.  
Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif yaitu untuk 
eksplorasi dan klarafikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan 
sosial dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 
dengan menggunakan teknik wawancara, studi dokumen, studi pustaka 
dan observasi. 
Hasil penelitian menunjukkan Peran dan fungsi BPD dalam pembangunan 
di Desa Salassae Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba yakni 
membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala 
desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta 
melakukan pengawasan kinerja kepala desa, terkait dengan fungsi BPD 
mengenai pengawasan. Selain itu, faktor yang mempengaruhi fungsi 
Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan terdiri 
dari faktor pendukung yakni Tingkat pendidikan BPD dalam proses 
rekruitmen atau sistem pemilihan anggota BPD, masyarakat, pola 
hubungan kerjasama dengan pemerintah desa, serta Sosial budaya 
sedangkan Faktor penghambat yakni partisipasi anggota rapat yang 
masih kurang dan sarana atau Sekretariat BPD yang belum ada untuk 










WIWIN, identification number E 121 13 033, Science Program 
Administration Government Department of Politics, Faculty of Social 
and Political Sciences, University of Hasanuddin. Thesis with the 
title: "CONSULTATIVE BOARD ROLE IN THE DEVELOPMENT 
VILLAGE VILLAGE IN THE VILLAGE SALASSAE BULUKUMPA 
DISTRICT DISTRICT BULUKUMBA". (Supervised by Dr. Hj. Rabinah 
Yunus, M.Si and Rahmatullah, S. IP, M.Si). 
  
This research was conducted in order to determine the function of the 
Village Consultative Body in the village of the District Salassae Bulukumpa 
Bulukumba and to determine the factors that affect the role and functions 
of the Village Consultative Body in the development implementation. The 
study lasted approximately three months and is located in the village of 
salassae Bulukumba. 
This type of research is descriptive research type is to discover and 
klarafikasi about a phenomenon or social reality by using the techniques of 
data collection was done by using interviews, document studies, literature 
study and observation. 
The results showed Role and function BPD under construction in the 
village of the District Salassae Bulukumpa Bulukumba discuss and agree 
the draft regulations village with village heads, community and share their 
aspirations, and to supervise the performance of the head of the village, 
as a function of BPD regarding supervision. In addition, factors that affect 
the function of Village Consultative Body in the implementation of 
development consisting of the factors supporting the education level of 
BPD in the recruitment process or the electoral system in the BPD, 
community, patterns cooperative relationship with the village, as well as 
social culture while inhibiting factors which the participation of member 
meetings still lacking and the means or the Secretariat of BPD that does 







1.1. Latar belakang 
Desa merupakan daerah yang sering kali luput dari perhatian banyak 
orang khususnya dalam bidang pemerintahan, padahal jika di telah lebih 
dalam ternyata desa adalah lapis pemerintahan yang langsung bersentuhan 
dengan masyarakat. Sebuah pepatah menyebutkan bahwa kekuatan rantai 
besi terletak pada rantai yang terlemah. Jika mengibaratkan sistem 
pemerintahan nasional sebagai rangkaian mata rantai sistem pemerintahan 
mulai dari pusat, daerah, dan desa, maka desa merupakan mata rantai yang 
terlemah. Hampir segala aspek menunjukkan betapa lemahnya kedudukan 
dan keberadaan desa dalam konstalasi pemerintahan, padahal desalah yang 
menjadi pertautan terakhir pemerintahan dengan masyarakat yang akan 
membawanya ketujuan akhir yang telah di gariskan sebagai cita-cita 
bersama. 
Desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan 
pemerintah di Indonesia. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Desa, disebut bahwa : 
“Desa adalah desa dan desa adat atau yang di sebut dengan nama 
lain selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 





prakarsa masyarakat, asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan di 
hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. 
Otonomi asli memiliki bahwa kewenangan pemerintah desa dalam 
menyatukan dan mengurus kepentingan masyarakat didasarkan pada asal 
usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat, 
namun harus dilaksanakan dalam prospektif administrai modern. Dalam hal 
ini, pemerintah desa harus menyadari hak-hak dan kewajiban yang 
dimilikinya untuk mampu mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakatnya berdasarkan asal usul adat istiadat yang berlaku dalam 
sistem pemerintahan nasional di bawah pemerintah daerah. Hal ini juga 
berarti bahwa pemberian kewenangan pada pemerintah desa secara umum 
ditujukan dalam rangka mengembalikan hak-hak asli melalui pengakuan atas 
keragaman yang selama ini di persatukan dengan nomenklatur desa. 
Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk 
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, di desa di bentuk 
badan permusyawaratan desa sebagai lembaga legislasi (menetapkan 
peraturan pemerintah peraturan desa) dan menampung serta menyalurkan 
aspirasi masyarakat bersama kepala desa. Lembaga ini pada hakikatnya 
adalah mitra kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan sejajar dalam 
menyelenggarakan urusan pemerintah, pembangunan dan pemberdayaan 
masyarakat. 
Disinilah kemampuan (kapabilitas) Anggota Badan Permusyawaratan 





Desa akan berjalan dengan baik apabila terjadi kerjasama yang baik antara 
Aparat Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kapabilitas 
biasanya menunjukan potensi dan kekuatan yang ada dalam diri seseorang 
untuk menunjukan kemampuan dalam bidang penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa, untuk itu Anggota BPD dituntut mempunyai wawasan 
yang luas baik pengalaman, pengetahuan, keterampilan dan sikap. 
Pengetahuan dan keterampilan seseorang dalam ikut terjun langsung dalam 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa mempunyai pengaruh terhadap 
kemampuan seseorang (Anggota BPD) dalam menangani masukan dari 
masyarakat dan dalam pengambilan keputusan Desa sehingga keputusan 
yang diambil sesuai dengan keinginan dan aspirasi dari masyarakat. 
Para anggota BPD tidak terlalu memahami peran dan fungsinya di 
desa sehingga mengakibatan kurang maksimalnya peran serta dan dukungan 
dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang diperlukan 
untuk membantu Pemerintahan Desa dibidang pembangunan dalam 
menyerap aspirasi masyarakat. Hal ini mengakibatkan banyak aspirasi 
masyarakat yang tidak mampu terserap yang berdampak pada tingkat 
pembangunan yang berjalan lamban. Kendala utamanya adalah terbatasnya 
tingkat kemampuan para Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), 
sehingga para Anggota BPD belum mampu menjalankan perannya secara 
maksimal. Ini terlihat dari adanya beberapa Anggota Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) yang jarang mengikuti rapat-rapat baik dalam 





rapat-rapat evaluasi hasil pembangunan, disamping itu masih didasarkan 
kurang efektifnya jalinan komunikasi antara Anggota Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Aparat Desa sehingga informasi 
pembangunan terkadang tidak akurat, tidak meratanya pengetahuan dan 
wawasan yang dimiliki oleh Anggota BPD sehingga terjadi perbedaan dalam 
melihat dan memahami suatu persoalan. Berdasarkan beberapa uraian 
tersebut menunjukan rendahnya peran Anggota Badan Permusyawaratan 
Desa (BPD) terhadap pembangunan sehingga, peran utama dari BPD yaitu 
mengayomi, legislasi, pengawasan dan menampung aspirasi masyarakat 
kurang dapat berjalan sesuai dengan harapan. Seharusnya sejalan dengan 
tugas dan fungsinya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang sangat 
berperan dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa, pembangunan desa serta pembinaan masyarakat desa, maka para 
Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus memiliki tingkat 
pengetahuan dan wawasan yang sesuai dan lebih baik, sehingga tingkat 
keberhasilan pembangunan dapat dicapai dengan maksimal. Untuk mengkaji 
lebih jauh tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa, maka penulis 
mengangkat judul penelitian tentang “Peran Badan Permusyawaratan Desa 
Dalam Pembangunan Di Desa Salassae Kecamatan Bulukumpa 








1.2.  Rumusan Masalah 
 Untuk memudahkan penelitian dalam pengumpulan data, maka 
berdasarkan uraian diatas penulis berusaha merumuskan masalahnya 
sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah Peran Badan Pemusyawaratan Desa dalam membahas 
dan menyepakati peraturan desa di Desa Salassae Kabupaten 
Bulukumba? 
2. Bagaimanakah Peran Badan Pemusyawaratan Desa dalam 
menampung aspirasi masyarakat di Desa Salassae Kabupaten 
Bulukumba? 
3. Bagaimanakah Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi 
kinerja kepala desa di Desa Salassae kabupaten Bulukumba? 
4. Faktor-faktor apakah  yang mempengaruhi tugas dan fungsi Badan 
permusyawaratan Desa dalam pembangunan? 
1.3.  Tujuan Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui Peran Badan Permusyawaratan dalam membahas 
dan menyepakati peraturan desa di Desa Salassae Kabupaten 
Bulukumba. 
2. Untuk mengetahui Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam 






3. Untuk mengetahui Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam 
mengawasi kinerja kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan di 
Desa Salassae Kabupaten Bulukumba 
4. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang mempengaruhi peran dan 
fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan. 
1.4.  Manfaat Penelitian 
Adapun mamfaat penelitian yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah: 
1. Dari segi teoritis, diharapkan penelitian ini memberikan sumbangan 
pemikiran bagi pengembangan studi ilmu pemerintahan (Pemerintahan 
Desa) dimasa mendatang. 
2. Dari segi teoritis, sebagai bahan masukan yang sekiranya dapat 
membantu Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa 
setempat demi lebih meningkatkan peran lembaga tersebut dalam 
pelaksanaan pembangunan di Desa Salassae Kabupaten Bulukumba. 
3. Bagi masyarakat, diharapkan berguna untuk mengetahui pemerintah 















2.1. Konsep Peran 
Berdasarkan kamus ilmah populer yang disusun oleh Tim Prima Pena 
memberikan pengertian peran sebagai berikut: “Peran” yakni berlaku atau 
bertindak,  pemeran,  pelaku,  pemain (film atau drama). Sedangkan peranan 
adalah fungsi, kedudukan; bagian kedudukan. Berbicara tentang peran, maka 
kita tidak menghindarkan diri dari persoalan satatus atau kapasitas 
seseorang atau suatu lembaga karena setiap status sosial atau jabatan yang 
diberikan kepada setiap orang atau kepada suatu institusi pasti disertai 
dengan kewenangan. Kewenangan atau peran yang harus dilaksanakan oleh 
orang atau institusi tersebut. 
Menurut teori Narwako dan Suryanto (2006:160) yang mengatakan 
bahwa peran dapat dilihat dari tindakan seseorang dalam memberi arah dan 
proses sosialisasi, yang merupakan suatu tradisi, keperrcayaan, nilai-nilai, 
norma-norma dan pengetahuan. 
menurut Biddle dalam Suhardono, (1994:14), berpendapat bahwa 
konsep peran selalu dikaitkan dengan posisi. Posisi pada dasarnya adalah 
suatu unit dari struktur sosial. Dari pendapat di atas di simpulkan bahwa 
peran merupakan perilaku individu maupun organisasi dalam menjalankan 
posisi pada suatu unit dari struktur sosial. 
Teori peran adalah sebuah sudut pandang dalam sosiologi atau 





diperankan oleh kategori-kategori yang di tetapkan secara sosial (misalnya 
ibu, manajer, guru). Setiap peran sosial adalah serangkaian hak, kewajiban, 
harapan, norma, dan perilaku seseorang yang harus dihadapi dan dipenuhi. 
Model ini didasarkan pada pengamatan bahwa orang-orang bertindak dengan 
cara yang dapat diprediksikan, dan bahwa kelakuan seseorang bergantung 
pada konteksnya, berdasarkan posisi sosial dan faktor-faktor lain.  
Meski kata “peran” sudah ada di berbagai bahasa Eropa selama 
beberapa abad, sebagai suatu konsep sosiologis, istilah ini baru muncul 
sekitar tahun 1920-an dan 1930-an. Istilah ini semakin menonjol dalam kajian 
sosoilogi melalui karya teoretis Mead, Moreno, dan Linton. Dua konsep 
Mead, yaitu pikiran dan diri sendiri, adalah tradisi teoretis, ada serangkaian 
“jenis” dalam teori  peran. Teori ini menempatkan persoalan-persoalan berikut 
mengenai perilaku sosial: 
1. Pembagian buruh dalam masyarakat membentuk interaksi 
diantara posisi khusus heterogen yang disebut peran. 
2. Peran sosial mencakup bentuk perilaku “wajar” dan “diizinkan”, 
dibantu oleh norma sosial, yang umum diketahui dan karena itu 
mampu menentukan harapan. 
3. Peran ditempati oleh individu yang disebut “aktor” 
Ketika individu menyutujui sebuah peran sosial (yaitu ketika mereka 
menganggap peran tersebut “sah” dan “konstruktif”, mereka akan memikul 
beban untuk menghukum siapapun yang melanggar norma-norma peran. 





lebih fungsional yang dapat dibedakan dengan pendekatan tidak lebih mikro 
berupa tradisi interaksionis simbolis, jenis teori ini peran ini menyatakan 
bagaimana dampak tindakan individu yang saling terkait  
terhadapmasyarakat, serta bagaimana suatu sudut pandang teori peran yang 
dapat diuji secara empiris. Kunci pemahaman teori ini adalah bahwa konflik 
peran terjadi ketika seseorang di harapkan melakukan beberapa peran 
sekaligus yang membawa pertentangan harapan. 
 Sedangkan menurut Soejono Soekanto (2009:212) peran adalah 
Aspek dinamis dari kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak 
dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan 
suatu peran konsepsi peran mengandalkan seperangkat harapan kita 
diharapkan untuk bertindak dengan cara-cara tertentu dan mengharapkan 
orang lain untuk bertindak dengan cara-cara tertentu pula. 
Konsep tentang peran (role) menurut Komaruddin (1994;768) dalam 
buku “Ensiklopedia Manajemen” mengungkapkan sebagai berikut : 
1. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen. 
2. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status. 
3. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata. 
4. Fungsi yang diharapkan atau menjadi karakteristik yang ada 
padanya. 
5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat. 
Berdasarkan pengertian tersebut dapat diambil pengertian bahwa 





dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan atau ukuran 
mengenai hubungan 2 (dua) variabel yang mempunyai hubungan sebab 
akibat. 
Adapun makna dari kata “peran” dapat dijelaskan lewat beberapa 
cara. Pertama, suatu penjelasan historis menyebutkan, konsep peran semula 
dipinjam dari keluarga drama atau teater yang hidup subur pada jaman 
Yunani Kuno (Romawi). Dalam arti ini, peran menunjuk pada karakteristik 
yang disandang untuk dibawakan oleh seseorang aktor dalam sebuah pentas 
drama.  
Kedua, suatu penjelasan yang menunjuk pada konotasi ilmu sosial, 
yang mengartikan peran sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang 
ketika menduduki suatu karakteristik (posisi) dalam struktur social. Ketiga, 
suatu penjelasan yang lebih bersifat operasional menyebutkan bahwa peran 
seorang aktor adalah suatu batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang 
kebetulan sama-sama berada dalam suatu batasan yang dirancang oleh 
aktor lain, yang kebetulan sama-sama berada dalam satu “penampilan/unjuk 
peran (role permormance)”. Pada dasarnya ada dua paham yang 
dipergunakan dalam mengkaji teori peran yakni paham strukturisasi dan 
paham interaksionis. Paham  strukturisasi lebih mengaitkan antara peran-
peran sebagai unit kultural, sertamengacu keperangkat hak dan kewajiban, 
yang secara normatif telah direncanakan oleh sistem budaya. 
 Sistem budaya tersebut, menyediakan suatu sistem operasional, 





struktur menonjolkan suatu kondisi pasif-statis, baik pada aspek 
permanensasi maupun aspek saling-kait antara posisi satu dengan lainnya. 
Paham interaksionis, lebih memperlihatkan konotasi aktif-dinamis dari 
fenomena peran terutama setelah peran tersebut merupakan suatu 
perwujudan peran (role performance), yang bersifat lebih hidup serta lebih 
organis, sebagai unsur dari sistem sosial yang telah diinternalisasi oleh self 
dari individu pelaku peran dalam hal ini, pelaku peran menjadi sadar akan 
struktur sosial yang didudukinya. Karenanya ia berusaha untuk selalu 
nampak dan dipersepsi oleh pelaku lainnya sebagai “tak menyimpang” dari 
harapan yang ada dalam masyarakatnya. 
Tidak dapat dipungkiri perilaku seseorang sangat diwarnai oleh 
banyak faktor, serta persepsinya tentang faktor-faktor tersebut. Persepsi yang 
dimiliki itu pulalah yang turut menentukan bentuk sifat dan intensitas 
peranannya dalam kehidupan organisasional. Tidak dapat disangkal 
pula,bahwa manusia sangat berbeda-beda, seseorang dengan lainnya, baik 
dalam arti kebutuhannya, bagi kategori umum, maupun dalam niatnya yang 
kesemuanya tercermin dalam kepribadian masing-masing. Keanekaragaman 
kepribadian itulah, justru yang menjadi salah satu tantangan yang paling 
berat untuk dihadapi oleh setiap pimpinan dan kemampuan menghadapi 
tantangan itu pulalah salah satu indikator terpenting, bukan saja daripada 
efektifitas kepemimpinan seseorang akan tetapi juga mengenai ketangguhan 
organisasi yang dipimpinnya. Karena demikian eratnya kaitan antara persepsi 





pimpinan organisasi untuk memahami dan mendalami persepsi bawahannya, 
baik yang menyangkut peranan bawahan tersebut dalam usaha pencapaian 
tujuan organisasi maupun mengenai berlangsungnya seluruh proses 
administrasi dan manajemen dalam organisasi yang bersangkutan. 
Sedangkan menurut Riyadi (2002:138) peran dapat diartikan sebagai 
orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam 
oposisi sosial, Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun 
organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran 
juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara secara struktural 
(norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab, dan lainnya). Dimana 
didalamnya terdapat searangkain tekanan dan kemudahan yang mendukung 
pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran 
merupakan seperangat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, 
yang kesemuanya  menjalankan berbagai peran. 
Berdasarkan pendapat diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa 
peran merupakan segala aktivitas atau kegiatan yang dilakukan suatu pihak 
yang terorganisasi didalam suatu organisasi yang juga melaksanakan 
fungsinya dalam kehidupan organisasi atau masyarakat. Peran juga 
merupakan suatu proses penyelengaraan hak dan kewajiban seseorang 
untuk melaksanakan dan dapat dikatakan berperan jika setelah berfungsi 
melaksanakan hak dan kewajibannya baik didalam kehidupan organisasi 





Menurut Beck, William dan Rawlin (1986 : 293) pegertian peran 
adalah cara individu memandang dirinya secara utuh meliputi fisik, 
emosional, intelektual, sosial, dan spiritual. Dalam penjelasan diatas dapat 
penulis simpulkan bahwa peran dalah suatu pola sikap, nilai dan tujuan yang 
diharapkan dari seseorang yang berdasarkan posisinya dimasyarakat. 
Sementara posisis tersebut merupakan identifikasi dari status atau tempat 
seseorang dalam suatu sistem sosial dan merupakan perwujudan dan 
aktualisasi diri. Peran juga diartikan sebagai serangkaian perilaku yang 
diharapakan oleh lingkungan sosial berhubungan dengan fungsi individu 
dalam kelompok sosial. 
Perilaku indivudu dalam kesehariannya hidup bermasyarakat 
berhubungan erat dengan peran. Karena peran mengandung hal dan 
kewajiban yang harus dijalani seorang individu dalam bermasyarakat. 
Sebuah peran harus dijalankan sesuai norma-norma yang berlaku juga di 
masyarakat. Seorang individu akan terlihat status sosialnya hanya dari peran 
yang dijalankan dalam kesehariannya.  
Menurut Dougherty & Pritchard dalam Bauer, teori peran ini 
memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam 
organisasi.Mereka menyatakan bahwa peran itu “melibatkan pola penciptaan 
produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan”. Lebih lanjut, Dougherty & 
Pritchard Bauer mengemukakan bahwa relevansi suatu peran itu akan 
bergantung pada penekanan peran tersebut oleh para penilai dan pengamat 





yangdihasilkan. Dalam hal ini, strategi dan struktur organisasi juga terbukti 
mempengaruhi peran dan presepsi peran atau role perception. 
Ditinjau dari perilaku orgnisasi menurut Oswald, Mossholder dan 
Harris dalam Baeur, mengemukakan bahwa peran ini merupakan salah satu 
komponen dari sistem sosial organisasi, selain norma dan budaya organisasi. 
Di sini secara umum “peran” dapat didefinisikan sebagai “expectations about 
appropriate behavior in ajob position (leader, subordinate)”. Ada dua jenis 
perilaku yang diharapakan dalam pekerjaan, yaitu : 
(1) Role perception  
yaitu persepsi seseorang mengenai cara orang itu diharapkan 
berperilaku. Atau dengan kata lain adalah pemahaman atau kesadaran 
mengenai pola perilaku atau fungsi yang diharapkan dari orang 
tersebut, dan  
(2) Role expection 
yaitu cara orang lain menerima perilaku seseorang dalam 
situasi tertentu. Dengan peran yang dimainkan seseorang dalam 
organisasi, akan terbentuk suatu komponen penting dalam identitas 
dan kemampuan orang itu untuk bekerja. 
Dalam hal ini, suatu organisasi harus memastikan bahwa peran-peran 
telah didefinisikan dengan jelas. Scott et al dalam kanfer menyebutkan lima 
aspek penting dari peran,yaitu : 
1. Peran bersifat impersonal: posisi peran itu sendiri akan 





2. Peran itu berkaitan dengan perilaku kerja (task behavior) yaitu, 
perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan tertentu. 
3. Peran itu sulit dikendalikan (role clarity dan role ambiguity). 
4. Peran itu dapat di pelajari dengan cepat dan dapat menghasilkan 
beberapa perubahan perilaku utama. 
5. Peran dan pekerjaan (jobs) itu tidaklah sama seseorang yang 
melakukan satu pekerjaan bisa saja memainkan beberapa peran. 
 2.2. Konsep Pemerintah Desa 
 Undang Undang No. 6 tahun  2014 tentang Desa, desa atau yang 
disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridiksi, 
berwewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 
setempat. Berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan 
atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten 
atau kota. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah 
keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan 
masyarakat. 
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengakui otonomi 
yang dimiliki oleh desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepala desa 
melalui pemerintahan desa dapat diberikan penugasan ataupun 
pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk 
melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sedangkan desa diluar desa 





karena pemekaran desa ataupun karena transmigrasi ataupun karena alasan 
lain yang warganya pluralistis, majemuk, ataupun heterogen, maka otonomi 
desa akan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sesuai 
dengan perkembangan desa itu sendiri. 
Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun 
hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda, dan bangunan serta dapat 
dituntut dan menuntut di pengadilan. Untuk itu kepala desa dengan 
persetujuan BPD mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum 
dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan. 
Desa memiliki sumber pembiayaan berupa pendapatan desa, bantuan 
pemerintah dan pemerintah daerah, pendapatan lain-lain yang sah, 
sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa. Berdasarkan hak asal-usul desa 
yang bersangkutan, kepala desa mempunyai wewenang untuk mendamaikan 
perkara atau sengketa dari para warganya. Dalam upaya meningkatkan dan 
mempercepat pelayanan kepada masyarakat yang bercirikan perkotaan 
dibentuk kelurahan sebagai unit pemerintahan kelurahan yang berada di 
dalam daerah kabupaten atau daerah kota. 
Dalam penyelengaraan Pemerintahan Desa di bentuk Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya 
yang berkembang di desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga 
pengatur dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, seperti 
dalam pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan 





kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa 
dalam memberdayakan masyarakat desa. 
Kepala Desa pada dasarnya betanggung jawab kepada rakyat desa 
yang dalam tata cara dan prosedur bertanggung jawabannya disampaikan 
kepada Bupati atau Walikota melalui Camat. Kepada Badan 
Permusyawaratan Desa, Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan 
pertanggung jawabannya namum tetap harus memberi peluang kepada 
masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa untuk menanyakan dan 
atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang berhubungan 
dengan pertanggung jawaban tersebut. 
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas 
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang 
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (Undang-Undang No.23 Tahun 2014). 
Desa adalah wilayah yang penduduknya saling mengenal, hidup 
bergotong royong, memiliki adat istiadat yang sama, dan mempunyai tata 
cara sendiri dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. 
Desa merupakan garda depan dari sistem pemerintahan Republik 
Indonesia yang keberadaannya merupakan ujung tombak dari pelaksanaan 
kehidupan yang demokratis di daerah. Peranan masyarakat desa 





diterapkan dalam Pemerintah Desa sekaligus merupakan ujung tombak 
implementasi kehidupan demokrasi bagi setiap warganya. 
Menurut kamus Wikipedia bahasa Indonesia Pemerintah menurut 
etimologi berasal dari kata “Perintah” yang berarti suatu individu yang 
memiliki tugas sebagai pemberi perintah. Definisi dari Pemerintahan adalah 
suatu lembaga yang terdiri darisekumpulan orang-orang yang mengatur 
suatu masyarakat yang meliliki cara dan strategi yang berbeda-beda dengan 
tujuan agar masyarakat tersebut dapat tertata dengan baik. Begitupun 
dengan keberadaan pemerintahan desa yang telah dikenal lama dalam 
tatanan pemerintahan di Indonesia bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. 
Sementara itu dalam sistem pemerintahan indonesia juga dikenal 
pemerintahan desa dimana dalam perkembangannya desa kemudian tetap 
dikenal dalam tata pemerintahan di Indonesia sebagai tingkat pemerintahan 
yang paling bawah dan merupakan ujung tombak pemerintahan dan diatur 
dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu juga banyak ahli 
yangmengemukakan pengertian tentang desa diantaranya menurut Roucek 
dan Warren (dalam buku syarifin dkk:Hukum Pemerintah Daerah, 2005:78) 
yang mengemukakan mengenai pengertian desa yaitu desa sebagai bentuk 
yang diteruskan antara penduduk dengan lembaga mereka di wilayah tempat 
dimana mereka tinggal yakni di ladang-ladang yang berserak dan di 
kampung-kampung yang biasanya menjadi pusat segala aktifitas bersama 
masyarakat berhubungan satu sama lain, bertukar jasa, tolong-menolong 





Widjaja (2005:3), mengemukakan mengenai pengertian dari desa 
adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli 
berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa dimana landasan pemikiran 
dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, 
otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Terkhusus 
mengenai bentuk  desa di Sulawesi  Selatan.  
Koentjaraningrat dkk (2005:271), mengemukakan bahwa desa 
sekarang merupakan kesatuan-kesatuan administratif gabungan-gabungan 
sejumlah kampung-kampung lama yang disebut desa-desa gaya baru. Selain  
itu  tinjauan  tentang  desa  juga  banyak  ditemukan dalam undang-undang 
maupun peraturan-peraturan pemerintah sebagaimana yang terdapat dalam 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005  tentang  
Desa  yang  memberikan  penjelasan  mengenai  pengertian desa yang 
dikemukakan bahwa: 
Pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa : 
“Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, 
adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang 
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 
setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan 
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. 
Pasal 1 angka 6 disebutkan bahwa : 
“Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 





dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan 
adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia”. 
Pasal 1 angka 7 disebutkan bahwa : 
“Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala 
Desa dan Perangkat Desa sebagai administrasi penyelenggara pemerintah 
desa”. 
Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala 
desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 202 menjelaskan pemerintah 
desa secara lebih rinci dan tegas yaitu bahwa pemerintah terdiri atas Kepala 
Desa dan Perangkat Desa, adapun yang disebut perangkat desa disini 
adalah Sekretaris Desa, pelaksana teknis lapangan, seperti Kepala Urusan, 
dan unsur kewilayahan seperti Kepala Dusun atau dengan sebutan lain. 
Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa 
bertanggung jawab kepada rakyat melalui surat keterangan persetujuan dari 
BPD dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati 
dengan tembusan camat. Adapun Perangkat Desa dalam melaksanakan 
tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Dalam melaksanakan 
tugasnya Kepala Desa dan Perangkat Desa berkewajiban melaksanakan 
koordinasi atas segala pemerintahan desa, mengadakan pengawasan, dan 





berjenjang. Apabila terjadi kekosongan perangkat desa, maka Kepala Desa 
atas persetujuan BPD mengangkat pejabat perangkat desa. 
Desa tidak lagi merupakan level administrasi, tidak lagi menjadi 
bawahan daerah tetapi menjadi independent community, sehingga setiap 
warga desa dan masyarakat desanya berhak berbicara atas kepentingannya 
sendiri dan bukan dari atas kebawah seperti selama ini terjadi. Desa dapat 
dibentuk, dihapus, dan digabungkan dengan memperhatikan asal-usulnya 
atas prakarsa masyarakat dengan persetujuan pemerintahan kabupaten dan 
DPRD. 
Di desa dibentuk pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem 
penyelenggaraan pemerintah sehingga desa memiliki untuk mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa bertanggung jawab 
pada BPD dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tersebut kepada 
bupati. 
Dalam menjalankan pemerintah desa, pemerintah desa menerapkan 
prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Sedangkan dalam 
menyelenggarakan tugas dan fungsinya, kepala desa: 
1. Bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD; dan 
2. Menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada 
Bupati tembusan Camat. 
Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penanggung 
jawab utama dalam bidang pembangunan Kepala Desa dapat dibantu 





tugas dan fungsinya, sekretaris desa, kepala seksi, dan kepala dusun berada 
dibawah serta tanggung jawab kepada Kepala Desa, sedang kepala urusan 
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris desa. 
Menurut UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 
209, urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa adalah sebagai 
berikut: 
1. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-ususl 
desa. 
2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten atau 
kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa. 
3. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan atau 
pemerintah kabupaten atau kota 
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-
undangan diserahkan kepada desa. 
2.3.    Konsep Badan Permusyawaratan Desa 
Badan Permusyawaratan Desa adalah merupakan perwujudan 
demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap 
sebagai “parlemen”-nya desa. BPD merupakan lembaga baru didesa pada 
era otonomi daerah di Indonesia. Sedangkan penggunaan nama atau istilah 
BPD tidak harus seragam pada seluruh desa di Indonesia dan dapat disebut 
dengan nama lain. 
Anggota BPD adalah wakil dari desa yang bersangkutan berdasarkan 





Anggota BPD terdiri dari anggota Rukun Warga, Pemangku Adat, Golongan 
Profesi, Tokoh Agama dan Tokoh atau Pemuka masyarakat lainnya. Masa 
jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali 
untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan anggota BPD tidak 
diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa  dan Perangkat 
Desa. 
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 
tentang desa, yang merupakan perubahan atas peraturan pemerintahan 
Nomor 72 Tahun 2005 tentang pemerintah desa, yang dimaksud Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) adalah “Badan Permusyawaratan Desa 
mempunyai fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa 
bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat 
desa, serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa” 
 Menurut Faried Ali dan Baharuddin (2013:95), organisasi adalah 
kerjasama  manusia sebagai unsur pokok dari apa yang disebut dengan 
administrasi yang dilihat dari sisi terjadinya atau dibentuk terjadinya sebagai 
bentuk kerja sama manusia, sangatlah di mungkinkan keberadaan organisasi 
dalam keberagaman bentuk, dan ketika pemikiran demikian maka 
terbentuknya organisasi adalah tergantung dari sisi maka berkeinginan untuk 
memahami perlunya keberadaan suatu organisasi. 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan juga perwujudan 
demokrasi di desa. Demokrasi yang dimaksud bahwa agar dalam 





memperhatikan aspirasi dari masyarakat yang diartikulasi dan diagregasikan 
oleh BPD dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya. Badan ini merupakan 
lembaga legislatif di tingkat  desa. Badan Permusyawaratan Desa merupakan 
perubahan nama dari Badan Perwakilan Desa yang ada selama ini. 
 Perubahan ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik 
lokal yang berbasis pada filosofi “musyawarah untuk mufakat” musyawarah 
berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil 
yang diharapkan diperoleh dari proses yang baik. Melalui musyawarah untuk 
mufakat, berbagai konflik antara para elit politik dapat diselesaikan secara 
arif, sehingga tidak sampai menimbulkan goncangan-goncangan yang 
merugikan masyarakat luas. 
Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa 
bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. 
Oleh karenanya BPD sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari 
masyarakat desa, disamping menjalankan tugas dan fungsinya sebagai 
jembatan penghubung antara kepala desa dengan masyarakat desa, juga 
harus dapat menjadi lembaga yang berperan sebagai lembaga representasi 
dari masyarakat. 
Sehubungan dengan tugas dan fungsinya menetapkan peraturan desa 
maka BPD bersama-sama kepala desa menetapkan peraturan desa sesuai 
dengan aspirasi yang di sampaikan dari masyarakat, namun tidak semua 
aspirasi masyarakat dapat ditetapkan dalam bentuk peraturan desa tapi 





masyarakat yang dilakukan oleh BPD. Agregasi adalah proses 
mengumpulkan, mengkaji dan membuat prioritas aspirasi yang akan 
dirumuskan menjadi perdes. Formulasi adalah proses perumusan rancangan 
peraturan desa yang dilakukan oleh BPD atau oleh pemerintah desa. Dan 
konsultasi adalah proses dialog bersama antara pemerintah desa dan BPD 
dengan masyarakat. 
Dari berbagai proses tersebut kemudian barulah suatu peraturan desa 
dapat ditetapkan, hal ini dilakukan agar peraturan yang di tetapkan tidak 
bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah dan perundang-
undangan yang lebih tinggi tingkatnya. 
Adapun materi yang diatur dalam peraturan desa harus 
memperhatikan dasar-dasar dan kaidah-kaidah yang ada,seperti : 
1. Landasan hukum materi yang di atur, agar peraturan desa yang 
diterbitkan oleh pemerintah desa mempunyai landasan hukum. 
2. Landasan filosofis materi yang di atur, agar peraturan desa yang 
diterbitkan oleh pemerintah desa jangan sampai bertentangan 
dengan nilai-nilai hakiki yang dianut di tengah-tengah masyarakat. 
3. Landasan sosiologis materi yang di atur, agar peraturan desa yang 
diterbitkan oleh pemerintah desa tidak bertentangan dengan nilai-
nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat. 
Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari wakil 
penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah 





ketua rukun warga, pemangku adat dan tokoh masyarakat. Masa jabatan 
Badan Permusyawaratan Desa 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali 
untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Syarat dan tata cara penetapan 
anggota dan pimpinan BPD diatur dalam Peraturan Daerah yang 
berpedoman pada Peraturan Pemerintah. 
Dalam mencapai tujuan mensejahterahkan mayarakat desa, masing 
masing unsur pemerintahan desa, Pemerintah Desa dan BPD, dapat 
menjalankan tugas dan fungsinya dengan mendapat dukungan dari unsur 
yang lain. Oleh karena itu hubungan yang bersifat kemitraan antara BPD 
dengan pemerintah desa harus di dasari pada filosofi antara lain (Wasistiono, 
2006:36): 
1. Adanya kedudukan yang sejajar diantara yang bermitra; 
2. Adanya kepentingan bersama yang ingin dicapai; 
3. Adanya prinsip saling menghormati; dan 
4. Adanya niat baik untuk membantu dan saling mengingatkan. 
Materi mauatan peraturan perundang-undangan harus mengandung 
asas pengayoman kemanusian, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, 
bhinneka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan 
pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, atau keseimbangan, 
keserasian, dan keselarasan. BPD sebagai wahana untuk melaksanakan 






Menurut Soemartono (2006;15) terdapat beberapa jenis hubungan 
antara pemerintah desa dan Badan Perwakilan Desa. Pertama, hubungan 
dominasi artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak pertama 
menguasai pihak kedua. Kedua, hubungan subordinasi artinya dalam 
melaksanakan hubungan tersebut pihak kedua menguasai pihak pertama, 
atau pihak kedua dengan sengaja menempatkan diri tunduk pada kemauan 
pihak pertama. Ketiga, hubungan kemitraan artinya pihak pertama dan kedua 
selevel dimana mereka bertumpu pada kepercayaan, kerjasama dan saling 
menghargai. 
Dalam pencapaian tujuan mensejahterakan masayarakat desa, 
masing-masing unsur Pemerintah Desa dan BPD dapat menjalankan 
fungsinya dengan mendapat dukungan dari masyarakat setempat. 
Dalam menetapkan Peraturan Desa bersama-sama dengan 
Pemerintah Desa. Setelah BPD dan Kepala Desa mengajukan rancangan 
Peraturan Desa kemudian akan dibahas bersama dalam rapat BPD dan 
setelah mengalami penambahan dan perubahan, kemudian rancangan 
Peraturan Desa tersebut disahkan dan disetujui serta ditetapkan sebagi 
Peraturan Desa. Dalam menetapkan peraturan desa, antara BPD dan Kepala 
Desa sama-sama memiliki peran yang sangat penting antara lain sebagai 
berikut : 
1. BPD menyutujui dikeluarkannya Peraturan Desa; 





3. BPD membuat berita acara tentang Peraturan Desa yang baru 
ditetapkan; dan 
4. BPD mensosialisasikan Peraturan Desa yang telah disetujui pada 
masyarakat melalui kepala dusun ataupun mensosialisasikannya 
secara langsung untuk diketahui dan dipatuhi serta ditentukan pula 
tanggal mulai pelaksanaannya. 
Beberapa tahap atau langkah-langkah yang ditempuh oleh BPD dalam 
menetapkan Peraturan Desa yaitu menampung usulan-usulan baik yang 
berasal dari BPD maupun Kepala Desa dimana usulan tersebut dapat 
menjadi dasar atau patokan dalam menjalankan Pemerintahan Desa. Setelah 
itu, usulan-usulan tersebut dibahas dan dievaluasi, terhadap hasil 
evaluasitersebut kemudian dilakukan penetapan bersama dalam bentuk 
rancangan untuk selanjutnya dirumuskan dalam bentuk Peraturan Desa. 
Dalam tahap pembentukan Peraturan Desa, gagasan atau usulan-
usulan lebih banyak berasal dari Kepala Desa dibandingkan dari pihak BPD. 
Hal ini dikarenakan faktor pengetahuan dan wawasan BPD yang dirasa 
masih minim dan juga karena Kepala Desa yang terpilih sudah lebih 
mengetahui tentang keadaan dan kondisi desa tersebut. Proses pembuatan 
Peraturan Desa mulai dari merumuskan peraturan desa sampai pada tahap 
menetapkan Peraturan Desa yang dilakukan bersama-sama dengan 
pemerintah desa, tidak ada kendala ataupun hambatan berarti yang dijumpai. 
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 





dan Permendagri No. 66/2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, 
memberi amanah kepada pemerintah desa untuk menyusun program 
pembangunannya sendiri. Forum perencanaannya disebut sebagai 
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa). Melalui 
proses pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran 
pembangunan desa, diharapkan upaya peningkatan kesejahteraan 
masyarakat secara merata dan berkeadilan lebih bisa tercapai. Adapun tahap 
penyusunan RPJMDes secara lebih Detail Runtutan proses kegiatan dalam 
penyusunan RPJMDes Desa sebagai berikut:  
a. MUSDUS/ Penjaringan Masalah dan Potensi. 
Proses penjaringan masalah dilakukan oleh Tim Perencanaan 
Partisipatif yang terdiri dari LKMD, Tokoh Masyarakat, relawan dan Unsur 
Pemerintah Desa serta BPD. Dalam konteks ini, tim Perencanaan Partisipatif 
bertanggung jawab secara institusional kepada LKMD, dan kepada publik 
lewat mekanisme Lokakarya Desa. Untuk menggali data potensi dan masalah 
yang ada di Desa, Tim Perencanaan Partisipasi menggunakan tiga alat 
dengan metode PRA sebagai berikut : Sketsa Desa, Kalender Musim, 
diagram kelembagaan, Anggota Rumah Tangga Miskin (A-RTM) Pra 
Sejahtera dan Sejatera. Proses penjaringan masalah dan potensi ini 
dilakukan dalam pertemuan dusun (Musyawarah Dusun) yang dihadiri oleh 
Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan serta 






b. Musyawarah Perencanaan Partisipatif tingkat Desa. 
Proses penyusuna program dan kegiatan dilakukan dalam musrenbang     
di Tingakat Desa dengan tahapan sebagai berikut : 
 1. Mengelompokkan masalah-masalah dari hasil Musyawarah Dusun. 
 2. Menyusun sejarah Desa 
 3. Menyusun Visi Misi Desa 
 Membuat skala prioritas, pembuatan skala prioritas ini bertujuan untuk 
mendapatkan skala prioritas masalah yang harus segera dipecahkan. 
Adapun tehnik yang digunakan adalah dengan menggunakan ranking dan 
pembobotan. Menyusun alternatif tindakan pemecahan masalah, setelah 
semua masalah diranking berdasarkan kriteria yang disepakati bersama, 
tahap selanjutnya adalah menyusun alternatif tindakan yang layak. Kegiatan 
ini mempunyai tujuan untuk mendapatkan alternatif tindakan pemecahan 
masalah dengan memperhatikan akar penyebab masalah dengan potensi 
yang ada. 
Menetapkan rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Dalam 
tahapan ini juga dipisahkan mana Pembangunan Skala Desa dan 
Pembangunan Skala Kabupaten. Hasil yang dicapai dalam lokakarya ini 
adalah tersusunnya draf RPJMDes. 
c. Musrenbang Desa-Pembahasan Draf RPJMDes 
Pada tahap selanjutnya dari Lokakarya Perencanaan Partisipatif oleh 
Tim Perencanaan Partisipatif hasil yang dicapai masih berupa draf Dokumen 





musrenbang Desa untuk mendapatkan tanggapan/masukandari masyarakat 
serta narasumber, usulan atau masukan dari masyarakatyang disetujui oleh 
forum akan ditambahkan dalam Dokumen RPJMDes. 
d. Pengesahan RPJMDes 
Draf RPJMDes yang sudah direvisi kemudian ditetapkan oleh Kepala 
Desa dan BPD menjadi Peraturan Desa Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah (RPJM) Desa. 
e. Sosialisasi RPJMDesa 
 Sosialisasi RPJMDesa dilakukan ditiap dusun melalui pertemuan-
pertemuan rutin serta ditempelkan di papan informasi yang ada, baik papan 
informasi Dusun dan Desa.  
2.4. Konsep Pembangunan Desa 
Menurut Solihin ( 2002;111 ) pembangunan adalah Suatu usaha untuk 
meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat yang dilakukan secara 
terencana dan berkelanjutan, dengan mempertimbangan kemampuan 
sumber daya, kemajuan teknoologi dan memperhatikan perkembangan 
global. 
Lebih lanjut Siagian (2003;3) menegaskan Pertama: Bahwa 
pembangunan merupakan suatu proses atau kegiatan yang terus menerus 
dilaksanakan. Kedua: Bahwa pembangunan merupakn usaha yang secara 
sadar dilaksanakan. Ketiga: Bahwa pembangunan dilakukan secara 
terencana dan perencanaan itu berorientasi kepada pertumbuhan dan 





sebagai cara hidup yang baru dan lebih baik dari sebelumnya serta 
kemampuan untuk lebih menguasai alam lingkungan dalam rangka usaha 
peningkatan kemampuan swasembada dan mengurangi ketergantungan 
pada pihak lain. Kelima: Bahwa modernitas yang dicapai melalui 
pembangunan bersifat multi dimensional, artinya bahwa modernitas itu 
mencakup semua aspek kehidupan Pembangunan pedesaan adalah suatu 
proses yang berlangsung terus-menerus dan terencana untuk memperbaiki 
dan meningkatkan kehidupan masyarakat pedesaan dalam berbagai aspek 
ekonomi, politik dan sosial budaya, dengan melibatkan interaksi komponen-
komponen yang ada dipedesaan itu sendiri. 
Pembangunan pedesaan akan nampak dari perubahan atau 
pertumbuhan pedesaan itu sendiri, oleh karena itu pembangunan pedesaan 
merupakan pertumbuhan perdesaan-desa dari desa swadaya menjadi desa 
swakarsa dan menuju terbuktinya desa swasermbada. Berdasarkan kerangka 
teori diataas bahwa pembangunan pedesaan  tidak lepas dari peran 
Pemerintah Desa dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) 
sebagai salah satu unsur Pemerintah Desa yang bersama-sama dengan 
Kepala Desa menentukan arah pembangunan melalui penetapan kebijakan, 
penyaluran aspirasi masyarakat dan pegawasan pelaksanaan pembangunan. 
2.5. Kerangka Konseptual 
Sebagai wujud dari implementasi dari pasal 209 Undang-Undang 
No.23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan pasal 29 Peraturan 





Bulukumba menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba No. 13 
Tahun 2006 tentang badan permusyawaratan desa. 
Untuk menjadikan BPD yang efektif dalam menjalankan tugas dan 
fungsinya dalam hal ini efektif bermakna bahwa BPD dapat menjalankan 
fungsinya dengan baik yaitu mampu menampung dan menyalurkan aspirasi 
dari masyarakat kepada pemerintah Desa serta berhasil menetapkan 
peraturan Desa bersama Kepala Desa ada beberapa faktor yang 
menetapkan Peraturan Desa bersama kepala Desa, ada beberapa faktor 
yang mempengaruhi kinerjanya yaitu masyarakat, pola hubungan dengan 
Pemerintah  Desa,  Tingkat Pendidikan BPD dalam  sistem rekruitmen 
anggota BPD. Untuk lebih jelasnya, penulis menggambarkan secara singgkat 





































mempengaruhi fungsi BPD : 
1. Faktor pendukung 
 Tingkat pendidikan 
anggota BPD 
 Masyarakat 
 Sosial Budaya 
 Pola hubungan 
kerjasama dengan 
pemerintah desa 
2. Faktor penghambat 
 Partisipasi anggota 
BPD dalam rapat 
yang masih kurang 
PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN 
DESA (BPD) DALAM PEMBANGUNAN DI 
DESA SALASSAE KECAMATAN 
1. Membahas dan 
Menyepakati rancangan 
perdes bersama kepala 
desa 
2. Menampung dan 
menyalurkan aspirasi 
masyarakat desa 
3. Melakukan pengawasan 








 Bagian ini menjelaskan desain penelitian yang digunakan untuk 
menjawab permasalahan permasalahn-permasalahan yang diajukan di dalam 
rumusan penelitian. Pembahasan ini menjelaskan rasionalisasi 
terhadaprancangan penelitian yang dipilih, dan perdebatannya untuk 
memahami secara proporsional metode yang digunakan. 
3.1.   Lokasi dan waktu penelitian 
 Berdasarkan judul di atas, penelitian ini akan di lakukan di Desa 
Salassae Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.    
3.2. Dasar dan Jenis Tipe Penelitian 
Dasar penelitian adalah observasi mendalam yaitu metode 
pengumpulan data dengan terjun langsung ke lapangan untuk 
mengumpulkan data-data dan fakta-fakta baik melalui wawancara langsung 
ataupun melalui pengamatan terhadap kondisi-kondisi yang berhubungan 
dengan obyek penelitian. 
Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu dimaksudkan 
untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan 
sosial, dengan jalan mendeskripsikan data dan fakta yang berkenan dengan 
masalah dan unit yang diteliti.Dalam penelitian ini bertujuan memberikan 







3.3.  Teknik Pengumpulan Data 
         Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini 
adalah : 
a) Data Primer, adalah data yang diperoleh dari informan yang telah dipilih 
berdasarkan wilayah cakupan penelitian ini. Data primer diperoleh 
melalui: 
1. Observasi yaitu mengamati secara langsung objek yang di teliti. 
2. Interview atau wawancara secara mendalam mengenai penelitian yang 
dimaksud, dengan menggunakan pedoman wawancara. 
b)  Data sekunder, Adapun data sekunder diperoleh melalui : 
 Majalah, catatan perkuliahan dan penelusuran data online, dengan 
pencarian data melalui fasilitas internet. 
 Dokumentasi, yaitu arsip-arsip, laporan tertulis atau daftar 
inventaris yang diperoleh terkait dengan penelitian yang dilakukan. 
3.4.  Subjek dan Informan Penelitian 
Subjek penelitian ini adalah beberapa perangkat badan 
permusyawaratan desa, pemerintah desa dan masyarakat terkait 
pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawratan desa, dengan metode 
Purposive Sampling maka di pilih informan yang merupakan pimpinan dari 
setiap perangkat kerja yang menyangkut perolehan data dalam penelitian ini, 
adapun informan yang akan di teliti adalah sebagai berikut : 
1. Kepala Desa 





3. Kaur Pembangunan 
4. Ketua BPD 
5. Wakil Ketua BPD 
6. Sekretaris BPD 
7. Anggota BPD 
8. Tokoh Masyarakat  
9. Tokoh Pemuda 
10. Kepala Dusun 
3.5.   Analisis Data 
 Dalam menganalisis data yang diperoleh, peneliti akan menggunakan 
teknik analisis secara deskriptif kualitatif yakni data yang diperoleh akan 
dianalisis dan disajikan dalam bentuk kata-kata lisan maupun tertulis. Teknik 
ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematika fakta-fakta dan data-
data yang diperoleh.Serta hasil-hasil penelitian baik dari hasil studi lapang 
maupun studi literatur untuk kemudian memperjelas gambaran hasil 
penelitian menjadi sebuah kesimpulan. 
  3.6.   Definisi Operasional 
 Untuk  lebih mengarahkan penelitian maka perlu mengembangkan 
definisi operasional sebagai berikut : 
1. Peran Badan Permusyawaratan Desa yang di maksud dalam penelitian 
ini adalah  tugas dan fungsinya, seperti yang disebutkan dalam UU No. 6 
Tahun 2014 tentang Desa dimana dalam pasal 55 yang menjelaskan 





Kabupaten Bulukumba nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan 
Permusyawaratan Desa. Bahwa badan permusyawaratan desa bertugas 
dan berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, 
mengawasi jalannya pemerintahan desa, menampung dan menyalurkan 
aspirasi masyarakat Desa.  
2. Untuk dapat mengetahui peran tersebut digunakan pendekatan integratif 
yaitu pendekatan gabungan yang mencakup input, proses dan output 
(Lubis Husaini, 1987:20). Dengan menggunakan pendekatan tersebut 
ditetapkan bahwa BPD akan efektif bila mampu menampung aspirasi 
masyarakat, mengawasi jalannya pemerintahan di desa, dan menetapkan 
Peraturan Desa dengan Kepala Desa.  
3. Dalam mengukur efektivitas fungsi Badan Permusyawaratan Desa tidak 
dapat dipisahkan antara fungsi yang satu dengan yang lainnya, karena 
fungsi-fungsi tersebut merupakan suatu kesatuan sehingga dalam 
penentuan tolak ukur keefektivitasannya harus dilihat secara mendalam. 
Disamping itu pula ada beberapa tahapan dalam pembentukan peraturan 
desa yaitu menampung usulan-usulan baik yang berasal dari BPD 
maupun Kepala Desa dimana usulan tersebut dapat menjadi dasar 
patokan dalm menjalankan Pemerintahan Desa.Setelah itu, usulan-
usulan tersebut dibahas dan dievaluasi, terhadap hasil evaluasi tersebut 
kemudian dilakukan penetapan bersama dalam bentuk rancangan untuk 
selanjutnya dirumuskan dalam bentuk peraturan desa. setelah 





melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa agar peran Badan 
Permusyawaratan Desa terlihat sebagaimana yang diatur dalam Undang-
Undang No.6 Tahun 2014 dan Perda Kabupaten Bulukumba No.13 
Tahun 2006. Ada dua faktor yang akan dianalisa seberapa besar 
pengaruhnya terhadap efektivitas Badan Permusyawaratan Desa dalam 
pelaksanaan tugas dan fungsinya. 
4. . Faktor-faktor yang memempengaruhi peran Badan Permusyawaratan 
Desa dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut: 
1). Faktor pendukung 
 Kualitas pendidikan anggota BPD 
 Masyarakat 
 Sosial Budaya 
 Pola Hubungan kerjasama dengan pemerintah 
 2). Faktor penghambat. 
















HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 
Bab ini akan menjelaskan profil daerah penelitian dan hasil serta 
pembahasan penelitian. Profil daerah penelitian akan menyajikan gambaran  
umum daerah Kabupaten Bulukumba. Gambaran umum Kabupaten 
mencakup keadaan geografis, kependudukan serta visi dan misi Kabupaten 
Bulukumba Serta  gambaran umum Desa Salassae mencakup keadaan 
Geografis, kependudukan serta visi misi Desa Salassae . 
Hasil penelitian akan menyajikan pembahasan mengenai peran  fungsi 
BPD dalam pembangunan di Desa Salassae Kecamatan Bulukumpa 
Kabupaten Bulukumba. 
4.1   Profil Daerah Penelitian 
4.1.1.   Kondisi Geografis 
 
 Kabupaten Bulukumba terletak di bagian selatan Provinsi 
Sulawesi Selatan dan berjarak 153 Km dari kota Makassar. Luas Wilayah 
Kabupaten Bulukumba 1.154.67 km2. berpenduduk sebanyak 394.757 jiwa 
(berdasarkan sensus penduduk 2016). Kabupaten Bulukumba mempunyai 
10 kecamatan, 24 kelurahan, serta 123 desa. secara geografis Kabupaten 
Bulukumba terletak di antara 05°20´-05°40´ Lintang Selatan (LS) dan 
119°58´-120°28´ Bujur Timur (BT) dengan batas-batas administrasi: 
 Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Sinjai 





 Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten   Bantaeng 
 Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone dan 
Kepulauan Selayar. 
Secara administratif Kabupaten Bulukumba berada dalam daerah  
Provinsi Sulawesi Selatan, terbagi dalam 10 kecamatan yang meliputi 136 
desa/kelurahan  terdiri dari 27 kelurahan dan 109 desa. Luas wilayah 
Kabupaten Bulukumba meliputi; darat  seluas 1.154,67 km² dan  laut.  
Pemerintah Kabupaten Bulukumba memiliki kewenangan sejauh 4 mil laut 
dari garis pantai ke arah laut = 237,67 km², dengan panjang garis pantai = 
128 km yang berada pada 7 kecamatan pesisir, yaitu: Kecamatan Gantarang 
mempunyai  luas 173,51 km2 dengan 21 kelurahan atau desa , kecamatan  
Ujungbulu mempunyai luas 14,44 Km2 dengan 9 kelurahan atau desa, 
kecamatan  ujung loe mempunyai luas 144,31 km2 dengan 11 kelurahan atau 
desa, , Bontobahari mempunyai luas 108,6 dengan 8 kelurahan atau desa, 
Bonto tiro mempunyai 78,34 km2 dengan 13 kelurahan atau desa, 
Kecamatan  Herlang memiliki luas 68,79 dengan 8 kelurahan atau desa, 
Kecamatan Kajang memiliki luas 129,06 dengan 19  kelurahan atau desa, 
Kecamatan Bulukumpa memiliki luas 171,33 dengan 17 kelurahan atau desa, 
Kecamatan Rilau ale memiliki luas 117,53 dengan 1 kelurahan atau desa 
sedangkan Kecamatan Kindang memiliki 148,76 dengan 13 kelurahan atau 
desa. Jadi total luas dari 10 kecamatan di kabupaten bulukumba 1.154,67 







Luas Wilayah Per Kecamatan di Kabupaten Bulukumba 









Gantarang 173,51 15,03 21 
Ujungbulu 14,44 1,25 9 
Ujung Loe 144,31 12,50 13 
Bontobahari  108,6 9,40 8 
Bontotiro 78,34 6,78 13 
Herlang 68,79 5,96 8 
Kajang 129,06 11,18 19 
Bulukumpa 171,33 14,84 17 
Rilau Ale 117,53 10,18 15 
Kindang 148,76 12,88 13 
Jumlah 1.154,67 100,00 136 








4.1.2. Kondisi Topografi dan Kelerengan 
  Ketinggian Tempat 
Daerah Kabupaten Bulukumba terletak pada ketinggian yang 
bervariasi mulai dari 0 meter (tepi pantai) hingga lebih dari 1000 meter dari 
permukaan laut. Ketinggian daerah digolongkan sebagai berikut : 
 Ketinggian 0 -25 meter seluas 81. 925,2 Ha (17,97%) 
 Ketinggian 25 -100 meter seluas 101.620 Ha (22,29%) 
 Ketinggian 100-250 meter seluas 202.237,2 Ha (44,36%) 
 Ketinggian 250-750 meter seluas 62.640,6 Ha (13,74%) 
 Ketinggian 750 meter ke atas seluas 40.080 Ha (13,76%) 
 Ketinggian 1000 meter ke atas seluas 6.900 Ha (1,52%) 
 Kemiringan Lereng 
Keadaan permukaan lahan bervariasi, mulai dari landai, bergelombang 
hingga curam. Daerah landai dijumpai sepanjang pantai dan bagian utara, 
sementara di bagian Barat dan Selatan umumnya bergelombang hingga 
curam dengan rincian sebagai berikut : 
 Kemiringan lereng 0-2% (datar) : 164.602 Ha (36,1%) 
 Kemiringan lereng 0-15% (landai dan sedikit bergelombang) : 91.519 
Ha (20,07%) 
 Kemiringan lereng 15-40% (bergelombang) : 12.399 Ha (24,65%) 






4.1.3 Kondisi Tanah dan Iklim 
 Kealaman Tanah 
Kedalaman efektif tanah terbagi atas empat kelas, yaitu : 
 0-30 cm seluas 120.505 Ha (26,44%) 
 30-60 cm seluas 120.830 Ha (26,50%) 
 60-90 cm seluas 30.825 Ha (6,76%) 
 - >90 cm seluas 183.740 Ha (40,30%) 
 Jenis Tanah 
Jenis tanah yang ada di Kabupaten Bulukumba terdiri dari tanah 
Aluvial Gleyhumus, Litosol, Regosol, Mediteran, dan Renzina. Jenis tanah 
didominasi oleh tanah mediteran seluas 67,6% dari total wilayah kemudian 
Renzina 9,59%, dan Litosol 9%. Penyebaran jenis tanahnya yaitu sepanjang 
Pantai somboang ditemukan tanah Aluvial. 
 Iklim 
Wilayah Kabupaten Bulukumba termasuk daerah beriklim sedang. 
Kelembaban udara berkisar antara 95%-99% dengan temperatur berkisar 
260C-430C. Pada periode April-September, bertiup angin timur yang 
membawa hujan. Sebaliknya pada bulan Oktober-Maret bertiup Angin Barat 
dimana saat mengalami musim kemarau di Kabupaten Bulukumba. Selain 
kedua wilayah yang terkait dengan iklim tersebut, terdapat juga wilayah 
peralihan, yaitu Kecamatan Bonto tiro dan Kecamatan Herlang yang 





Wilayah Kabupaten Bulukumba terdapat juga pegunungan dan 
perbukitan yang dari celah-celahnya terdapat aliran sungai. Disekitanya 
terdapat lembah yang cukup dalam. Namun pada musim kemarau sebagian 
mengalami kekeringan, kecuali sungai yang cukup besar, seperti Sungai 
anyorang, sungai batu karoppa, sungai Bijawang, dan sungai Oro. 
4.1.4 Kondisi Demografi 
         Penduduk Kabupaten Bulukumba pada tahun 2016 tercatat sebanyak 
398,631 jiwa yang terdiri dari laki-laki 187.439 jiwa dan penduduk tersebut 
tersebar diseluruh Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Bulukumba 
dengan kepadatan 354 jiwakm2 Diantarnya Kecamatan Gantarang jumlah 
penduduk 71.741, Laki-laki 34.245 dan perempuan 37.525, kecamtatan 
Ujung Bulu 48.518 dengan jumlah laki-laki 23.311 dan perempuan 25.207, 
kecamatan Bonto Bahari jumlah penduduk 24.180 dengan jumlah laki-laki 
10.829 dan perempuan 13.351, kecamatan Tiro jumlah penduduk  23.004 
dengan jumlah laki-laki 10.045 dan perempuan 12.959, Kecamatan Herlang 
24.332 dengan jumlah laki-laki  10.953 dan perempuan 13.397, Kecamatan 
kajang jumlah penduduknya 47.467 dengan jumlah laki-laki   22.471 dan 
perempuan 24.996, Kecamatan Bulukumpa jumlah penduduknya 51.252 
dengan jumlah laki-laki 24.436 dan perempuan 28.816, Kecamatan Rilau ale 
jumlah penduduknya 438.121 dengan jumlah laki-laki 17.864dan perempuan 
20.254 dan Kecamatan Kindang jumlah penduduknya 30.057 dengan jumlah 





Kecamatan Ujung Bulu yaitu 3.350 jiwakm2 dan yang terjarang penduduknya 




Jumlah, Distribusi dan Kepadatan di Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 
 
No Kecamatan Laki-laki Perempuan Jumlah Rasio 
1. Gantarang 34.215 37.525 71.741 91% 
2. Ujung Bulu 23.311 25.207 48.518 92% 
3. Ujung Loe 18.754 21.106 39.859 89% 
4. Bonto Bahari 10.829 13.351 24.180 81% 
5. Bonto Tiro 10.045 12.959 23.004 78% 
6. Herlang 10.953 13.397 24.332 82% 
7. Kajang 22.471 24.996 47.467 90% 
8. Bulukumpa 24.436 28.816 51.252 91% 
9. Rilau Ale 17.864 20.257 438.121 88% 
10. Kindang 14.560 15.497 30.057 94% 





4.1.5.  Visi dan Misi 
   4.1.5.1. Visi Pembangunan Daerah 
 Visi 
“Masyarakat Bulukumba yang Sejahtera dan Terdepan melalui 
Optimalisasi Potensi Daerah dengan Penguatan Ekomomi 
Kerakyatan  yang Dilandasi pada Pemerintahan yang Demokratis dan 
Religius” 
 pokok Visi 
          1. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat 
 2. Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat 
 3. Memaksimalkan Sumber Daya Daerah 
 4. Perubahan Kearah Lebih Baik 
 5. Pengembangan berdasarkan potensi Daerah 
 6. Pemerataan Ekonomi 
 7. Sistem Pemerintahan Demokrasi 
 8. pengamalan Nilai-nilai moral Kehidupan 
 Penjelasan Visi 
1. Kondisi yang dimiliki, dirasakan dan dinikmati oleh 
masyarakat/penduduk terhadap kebutuhan hak dasar hidupnya 
untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang 
martabat sudah tercukupi atau melebihi. Kebutuhan dasar tersebut 
antara lain : kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, tempat 





hidup, rasa aman, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan 
sosial politik baik bagi perempuan maupun laki-laki. 
2. Bulukumba memiliki potensi yang sangat besar dari berbagai  
sektor dibandingkan kabupaten lainnya di daerah selatan. Dengan 
potensi ini, sangat berpeluang lebih terdepan dalam pelayanan hak 
dasar masyarakat dan pertumbuhan ekonomi masyarakatnya. 
3. Memaksimalkan sumberdaya yang ada kearah yang lebih baik 
4. Pertumbuhan dan perubahan kearah yang lebih baik dari kondisi 
sekarang. 
5. Bulukumba akan membangun berdasarkan aset yang dimilikinya. 
Strategi pembangunan diarahkan untuk pengembangan ekonomi 
dengan mengacu pada potensi yang ada dimasing-masing wilayah 
kecamatan. 
6. Pendekatan pembangunan ekonomi yang secara nyata dapat 
dirasakan dan dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. 
7. Suatu sistem dan tatanan kepemerintahan dari rakyat, oleh rakyat 
dan untuk rakyat yang dilaksanakan dengan cara transparan, 
partisipatif, akuntabel dan menjunjung tinggi supremasi hukum. 
8. Kondisi dan tatanan yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan 
agaman menuju pencapaian tujuan. 
 Misi Pembangunan Daerah 
1. Menuntaskan pelayanan hak dasar masyarakat dibidang infrastruktur, 





2. Mengoptimalkan penataan dan pemanfaatan potensi daerah; 
3. Mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pada berbagai 
sektor dan wilayah; 
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berjiwa kompetitif; 
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) 
dan bersih (clean governance) serta penegakan supremasi hukum dan 
hak azasi manusia; 
6. Meningkatkan kerjasama antardaerah untuk menciptakan peluang 
kesejahteraan masyarakat dan terbangunnya sinergitas antardaerah; 
7. Penataan ruang dan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan, 
budaya, dan penanggulangan bencana; 
8. Mendorong terciptanya iklim demokrasi yang kondusif, suasana aman, 
tertib dan religius didalam kehidupan bermasyarakat; 
4.1.6   PROFIL DESA SALASSAE 
 Sejarah Desa Salassae 
  Nama Salasae sudah lama dikenal sebagai tempat istrahat 
melakukan musyawarah sejak zaman Pemerintahan Belanda dan Jepang, 
yang waktu itu Salassae adalah tempat /pertemuan Pelantikan Gelarang 
Bulukumpa Toa, yang dipimping oleh seorang Gelarang bernama Lantung 
Dg Paesa yang berasal dari Bulukumpa Laikang atas kekuasaan Kerajaan 
Gowa yang memerintah beberapa tahun lamanya pada Pemerintahan 
Karaeng Nojeng selaku Kepala Distrik Tanete Bulukumpa Toa, lamnya 25 





yang sekarang dikenal sebagai Desa, pelantikan Gelarang dilaksanakan 
di Lokasi Batu Tujua ( Batu Pelantikan ) Gelarang yang terdiri dari : 
1. Gelarang Bulukumpa Toa 
2. Gelarang Bulo Lohe 
3. Gelarang Bingkarongo 
4. Gelarang Bulo-Bulo 
5. Gelarang Kambuno 
6. Gelarang Jojjolo 
7. Gelarang Bontoa 
Pada tahun 1960 Kecamatan Tanete, Bulukumpa Toa terjadi 
gangguan keamanan oleh sisa-sisa gerakan DI/TII , sangat kejam 
menguasai pedesaan akhirnya Gelarang Bulukumpa Toa yang pada saat 
itu di pimpin oleh Galla Samiang diserah terimakan pada tahun 1961 dari 
Gelarang Samiang kepada Andi Haeba pada waktu itu Kepala Kecamatan 
Bulukumpa di jabat oleh Andi Abdul Syukur , satu tahun kemudian Nama 
Kecamatan Tanete berubah menjadi Kecamatan Bulukumpa yang juga 
pada waktu itu Salassae masih bernama Bulukumpa Toa , pada 
Pemerintahan Andi Haeba di tahun 1965 Desa Bulukumpa Toa 
diintegrasikan ke Desa Bulo-Bulo yang menjadi Pusat Pemerintahan. 
Pada tahun 1988 Desa Bulo-Bulo dimekarkan menjadi dua Desa, Yaitu 
Desa Bulo-Bulo di Pimpin Oleh Jamaluddin Tajibu dan Desa Persiapan 
Salassae di resmikan oleh Bupati A. Kube Dauda sebagai Desa Defenitif 





Bontomangiring, 3 Tahun kemudian karena situasi politik di Desa 
Salassae pada waktu itu sangat tinggi maka pada tahun 1994/1995 
akhirnya Kepala Desa Andi Haeba bersama sebagian aparatnya 
mengundurkan diri dengan hormat, waktu itu AR.Majid menjabat sebagai 
Pemerintah Wilayah Kecamatan Bulukumpa, sekaligus menjabat Kepala 
Desa Salassae, satu bulan kemudian ditunjuk A.T Ahmad sebagai Pymt 
Kepala Desa Salassae, 3 bulan kemudian A.T  Ahmad terpilih dengan 
suara terbanyak akhirnya dilantik sebagai Kepala Desa Definitf oleh 
Bupati Bulukumba yang pada waku itu dijabat oleh ( Drs. A. Patabai 
Pabokori ), aktif selama 3 tahun karena ditimpa penyakit akhirnya tidak 
bisa menjalankan tugasnya  sehingga pada tahun 1998 s/d 1999, Camat 
Bulukumpa yang pada saat itu di Jabat Oleh Drs. A. Salman Nur 
menunjuk Muh. Basri. T sebagi pelaksana tugas Kepala Desa Salassae, 
hingga akhirnya pada bulan September 1999 diadakan pemilihan kepala 
Desa dan atas dasar kepercayaan Masyarakat Desa Salassae maka 
terpilihlah Kepala Desa yang Baru yaitu Bapak H. Jamaluddin, Bsw, priode 
2000-2008, satu bulan sebelum masa jabatan berakhir , kemudian 
ditunjuklah Sekretaris Desa sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa 
Hingga akhirnya di adakan Pemilihan Kepala Desa , dan terpilih kembali 
Bapak H.  Jamaluddin, Bsw sebagai Kepala Desa untuk Priode 2009 – 
2014,  Setelah 2 periode menjabat  pada tahun 2014 diadakan pemilihan 






4.1.7  KONDISI UMUM DESA SALASSAE 
     4.1.7.1 Geografis 
 Letak dan Luas Wilayah 
Desa Salassae merupakan salah satu desa dalam wilayah 
Kecamatan  Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. Secara administratif, 
wilayah Desa Salassae memiliki batas sebagai berikut :  
Sebelah Utara         :  Berbatasan dengan Desa Jojjolo 
Sebelah Selatan      :  Berbatasandengan Desa Bonto Haru Kec. Rilau Ale 
SebelahTimur :  Berbatasan dengan Desa BontoMangiring 
Sebelah Barat :  Berbatasan dengan  Desa Bulo-Bulo 
Luas wilayah Desa Salassae adalah 917,29 Ha yang terdiri dari 111 
Ha berupa pemukiman, 756 Ha  berupa daratan yang digunakan untuk 
lahan pertanian, serta 50,29 ha berupa lahan pekarangan dan Fasilitas 
umum.  Sebagaimana wilayah tropis, Desa Salassae mengalami musim 
kemarau dan musim penghujan dalam tiap tahunnya. 
Jarak pusat desa dengan ibu kota kabupaten yang dapat ditempuh 
melalui perjalanan darat kurang lebih 37 km Sedangkan jarak pusat desa 
dengan ibu kota kecamatan yang dapat ditempuh melalui perjalanan darat 
kurang lebih 7 km.  
 Iklim 
Iklim Desa Salassae, sebagaimana Desa-Desa lain di wilayah 





mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa 
Salassae Kecamatan Bulukumpa. 
         4.1.7.2  Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk Desa Salassae 
 
 Jumlah Penduduk 
. Berdasarkan data profil desa, jumlah penduduk Desa Salassae 
adalah  3368. jiwa di 5 Dusun dengan komposisi tersaji dalam tabel 
berikut : 
Tabel 4.3. 





























































(Orang) (Orang) (Orang) (Orang) 
0-12 
Bulan 23 16 
39 
Tahun 28 30 
1 





2 23 20 41 28 25 
3 26 28 42 34 37 
4 25 23 43 23 26 
5 20 23 44 31 28 
6 25 28 45 38 41 
7 28 26 46 29 25 
8 34 28 47 23 26 
9 29 27 48 15 17 
10 33 35 49 20 17 
11 25 26 50 23 26 
12 32 35 51 17 13 
13 34 31 52 16 13 
14 36 38 53 16 14 
15 33 30 54 15 18 
16 26 28 55 18 14 
17 28 25 56 11 14 
18 28 31 57 13 11 
19 29 26 58 11 14 
20 29 31 59 10 12 
21 30 27 60 12 14 
22 30 33 61 8 12 
23 32 27 62 11 15 
24 31 33 63 11 13 
25 29 31 64 12 13 
26 26 23 65 12 11 
27 19 22 66 7 5 
28 22 25 67 6 8 
29 27 24 68 7 7 
30 25 27 69 7 5 
31 27 22 70-74 6 11 
32 23 25 
Diatas 
75-80 5 7 
33 27 29 Total 1673 1695 
Sumber : Profil Desa Salassae 2015 
 
 Keadaan Sosial  
Adanya fasilitas pendidikan yang memadai serta pemahaman 
masyarakat tentang pentingnya menempuh pendidikan formal maupun 





kebudayaan, adat istiadat dan kebiasaan yang ada juga beragam. Secara 












Belum Sekolah 158 jiwa  
Sedang Sekolah 89 jiwa  
Sedang SD 399 jiwa  
Sedang SMP 199 jiwa  
Sedang SMA 158 jiwa  
Sedang D1 7 jiwa  
Sedang D2 20 jiwa  
Sedang D3 116 jiwa  
Sedang S1 1 jiwa  
Sedang S2 178 jiwa  
Tidak tamat SD 667 jiwa  
Tamat SMP 598 jiwa  
Tamat SMA 497 jiwa  
Tamat D1 21 jiwa  
Tamat D2 49 jiwa  
Tamat D3 35 jiwa  
S1 169 jiwa  





Laki-laki 1673 jiwa 










 Keadaan Ekonomi  
Wilayah Desa Salassae memiliki berbagai potensi yang baik. 
Potensi tersebut dapat meningkatkan taraf perekonomian dan 





Ibukota Kabupaten dan pusat kegiatan perekonomian, memberikan 
peluang kehidupan yang lebih maju dalam sektor formal maupun non 
formal. Tabel berikut menyajikan data keadaan ekonomi penduduk 
Desa Salassae .  
Tabel 4.6 








Petani 873 Jiwa 
PNS 45 Jiwa 
Pedagang 46 Jiwa 
Peternakan 222 Jiwa 
Bidan 2 Jiwa 
Pensiunan TNI/POLRi 1 Jiwa 
Sumber Profil Desa salassae 2015 
 Jumlah Rumah Tangga Miskin (  RTM) 
 Dari hasil pelaksanaan pendataan Rumah Tangga miskin di Desa 
Salassae yang dilalukan oleh Kader Pemberdayaan masyarakat 














Jumlah Rumah Tangga Miskin Masing-masing Dusun 
Sumber: Kabupaten Bulukumba Dalam Angka, Tahun 2015 
 
 Pola Penggunaan Tanah 
 Penggunaan Tanah di Desa Salassae sebagian besar diperuntukan 
untuk Tanah Pertanian Sawah sedangkan sisanya untuk Tanah kering 
yang merupakanPerkebunan. 
 Pemilikan Ternak 
 Jumlah kepemilikan hewan ternak oleh penduduk Desa Salassae 
dianataranya ayam/ itik berjumlah 3100 ekor, Kambing 93 ekor, Sapi 757, 
dan kuda 24 ekor. Hanya kerbau yang tidak menjadi hewan ternak 
masyarakat  desa salassae dan jumlah  ternak yang paling banyak di desa 
salassae adalah ternak ayam/ itik yaitu 3100 ekor dan ternak yang paling 









Maremme 63  
Bonto tangnga 53  
Batu tujua 88  
Bolongnge 23  





     4.1.7.3  Potensi Khusus Sumber Daya Material  
 Kondisi Potensi Khusus sumber daya material Desa Salassae Kec. 
Bulukumpa secara garis besar dapat dilihat pada table di bawah ini: 
Tabel 4.9 
Kondisi Potensi Khusus Sumber Daya Material 
 
NO JENIS POTENSI VOLUME LOKASI KET 
1 Kebun Coklat 1900 Ha Satu Desa  
2 Kebun Merica 1850 Ha Satu Desa  
3 Kebun Kopi 460 Ha Satu Desa  
4 Kebun cengkeh 19500 Satu Desa  




1 Unit Satu Desa  
7 
Mesin  perontok 
Padi 
15 Unit Satu Desa  
8 Traktor 35 Unit Satu Desa  
9 Bengkel 4 Unit Satu Desa  
10 Mobil Angkutan  15 Unit Satu Desa  
Sumber: Hasil Survey, Tahun 2015  
4.1.7.4 Pemerintahan Desa Salassae 
 Pembagian Dusun di Desa Salassae 
Wilayah Desa Salassae dibagi menjadi 5 (Lima) Dusun. Setiap 
dusun dipimpin oleh Kepala Dusun sebagai delegasi dari Kepala Desa 





Tangnga. Pembagian wilayah Desa Salassae tersaji dalam tabel 
berikut. 
Tabel 5.0 
Pembagian Dusun Desa Salassae 
Pembagian Dusun 
 












Dusun Batu Tujua 
 
 





2 RT/ 4 RW 
 
Dusun Batu Hulang 
 
 
3 RT/ 6 RW 
 
Sumber Profil Desa Salassae 2015 
 
 
 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Salassae 
 
 Struktur organisasi pemerintah Desa Salassae menganut sistem 
kelembagaan pemerintahan desa dengan pola minimal sebagaimana 






Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa  Salassae 
 
4.1.7.5 Potensi  dan Masalah Desa Salassae 
 
 
 Potensi Desa Salassae 
Untuk mendukung perencanaan dan proses pembangunan di 
Desa Salassae terdapat berbagai potensi sebagaimana tersaji dalam 




























































































 Ada aparatur desa 
 Ada Kantor Desa 
 Ada BPD 




 Ada Swadaya Masyarakat 
 Ada Gotomg Royong 
 Ada Lokasi pekerjaan 
 Banyaknya rumah warga 
 Banyak areal persawahan 
yang luas 
 Ada rumah yang perlu 
direnovasi 
 Ada kelompok ternak 
 Ada gairah untuk 
menambah pengetahuan 
 Ada Siswa berperstasi 
dalam keluarga miskin 
 Ada gairah untuk maju 
 Ada lokasi yang siap di 
gunakan 
 Ada kelompok Tani 
 Ada Potensi Pariwisata 
 Sudah ada LkM 




 ada kelompok tani wanita 
 Ada Usaha Desa 
 Ada Banyak Pemuda 
 Ada Banyak Perempuan 
 Ada banyak lokasi yang 
siap gunakan 
 Ada Swadaya  Masyarakat 





















 Ada Lembaga PKK 
 Ada Keinginan memiliki 
PKK yang mapan 
 Ada kader Posyandu 
 Ada Guru TKA/TPA 
 ada banyak atlet muda 
 
 
 Ada Banyak Pemuda 
 Ada Aparatur Desa 
 Ada Banyak perempuan 
 Ada semangat berlatih 
Sumber : Data Pengkajianeadaan Desa salassae 2015 
 
 
 Masalah  Desa salassae 
Berdasarkan pengkajian keadaan desa, masalah yang terdapat 






















2. Pembangunan  Desa 
 
 perlu perbaikan kantor desa  
 perlu peningkatan 
kesejahteraan desa dan 
lembaga 
 tidak semua aparat tahu 
Komputer 
 pembangunan Gapura/ 
identitas Desa 
 Desa belum memiliki jaringan  





















































 Jalan perlu dirabat betong 
 Jembatan penghubung antar 
desa 
 Sarana irigasi perlu dibangun 
 permodalan untuk BUMDES 
 Tambahan modal bagi para 
usaha kecil 
 kelompok pemuda tidak 
memiliki usaha-usaha 
produktif 
 kurangnya modal usaha tani 
 Belum ada Lumbung pangan 
desa 
 Belum ada gedung TKA 
 pada musim pancaroba 
banyak warga yang terjangkit 
penyakit diare dan DBD 
 pada musin hujan banyak 
warga yang menderita batuk-
batuk 
 Kapasitas SDM Kader 
posyandu kurang memadai 
 Perlengkapan posyandu 
yang kurang 
 masih banyak warga miskin 
yang belum memiliki BPJS 
 TKA,TPA,TK membutuhkan 
perlengka[an untuk belajar 
 Masih ada rumah yang 
belum memiliki instalasi listrik 
 
 alat untuk latihan masih 
kurang 
 PKk tak memiliki usaha yang 
produktif dan bernilai tinggi 
 Kurangnya lampu jaln di 
desa 
 Guru honor TKA/TPA masih 
sangat minim 
 Honor kader posyandu masih 
minim 
















royongan dan sosial 
masyarakat 
 Kegiatan Karang Taruna 
yang tidak optimal 
 Lapangan sepak bola kurang 
penataan 
 Banyak alapangan Volly 
yang kurang terpelihara 
 
 
 Belum optimalnya 
Penyuluhan Kesehatan di 
desa 
 Pelatihan Keterampialan 
Bagi kelompok Pemuda 
 Pelatihan Keterampilan bagi 
Kelompok Perempuan 
 Pelatihan keterampilan  bagi 
kelompok Tani Dan wanita 
Sumber : Data Pengkajian Keadaan Desa 2015 
 
4.1.7.6.  Visi dan Misi Desa Salassae 
 Visi  
Berdasarkan analisis terhadap kondisi obyektif dan potensi yang 
dimiliki Desa Salassae dengan mempertimbangkan kesinambungan 
pembangunannya, maka visi Desa Salassae tahun  2014  -2019 adalah 
sebagai berikut : 
“ Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Yang Mandiri dan Berdaya Guna 
Melalui Peningkatan Pelayanan Sarana dan Prasarana Dasar 
Perdesaan” 
Visi tersebut memiliki 4 (empat) pokok pikiran yang diuraikan sebagai 





1. Sejahtera,  yaitu merupakan cita-cita dan perwujudan 
masyarakat Desa Salassae yang terbebas dari 
ketergantungan dan ketertinggalan terutama dalam 
pemenuhan kebutuhan hidupnya baik primer maupun 
sekunder.  
2. Mandiri, yaitu merupakan cita-cita dan perwujudan 
masyarakat Desa Salassae yang memiliki kemandirian 
dalam pelaksanan Pembangunan Desa, Peningkatan 
kesejahteraan dan pembinaan dan Pemberdayaan 
masyarakat. 
3.  Berdaya Guna, yaitu kondisi pemerintah desa dan 
masyarakat desa dengan sumberdaya manusia yang 
cerdas dan berkualitas serta berdaya guna dalam 
peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. 
4. Peningkatan Layanan sarana dan Prasarana Dasar 
perdesaan, yaitu target dan sasaran prioritas 
pembangunan peningkatan layanan sarana dan prasarana 
Desa yang menunjang peningkatan kesejatraan dan 
pendapatan masyarakat. 
 Misi  Desa Salassae 
Untuk mencapai Visi: “ Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Yang 
Mandiri dan Berdaya Guna Melalui Peningkatan Pelayanan Sarana 





 Desa Salassae telah menetapkan misi sebagai berikut : 
1. Mewujudkan perekonomian masyarakat yang tangguh dan berdaya 
saing berbasis potensi lokal untuk kemandirian ekonomi 
masyarakat  
2. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur  dasar dan 
sarana umum  
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya Guna 
4. Memfasilitasi peningakatan sarana dan prasarana serta kesadaran 
pendidikan  
5. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan Desa. 
4.2  Peran BPD Dalam Pembangunan di Desa Salassae Kabupaten 
Bulukumba 
 Dalam strukur Pemerintahan Desa, kedudukan Badan 
Permusyawaratan Desa ( BPD ) adalah sejajar dengan unsur Pemerintah 
Desa bahkan mitra kerja dari Kepala Desa, hal tersebut dimaksudkan agar 
terjadi proses penyeimbang kekuasaan sehingga tidak terdapat saling 
curiga antara Kepala Desa dan BPD sebagai  Lembaga Legislasi yang 
berfungsi mengayomi adat istiadat, fungsi pengawasan dan fungsi 
menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. 
Disinilah kemampuan (kapabilitas) Anggota Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) diperlukan dalam menjalankan perannya. 





kerjasama yang baik antara Aparat Desa dengan Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD). Kapabilitas biasanya menunjukan potensi 
dan kekuatan yang ada dalam diri seseorang untuk menunjukan 
kemampuan dalam bidang penyelenggaraan untuk itu Anggota BPD 
dituntut mempunyai wawasan yang luas baik pengalaman, pengetahuan, 
keterampilan dan sikap. 
Pengetahuan dan keterampilan seseorang dalam ikut terjun 
langsung dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa mempunyai 
pengaruh terhadap kemampuan seseorang (Anggota BPD) dalam 
menangani masukan (input) dari masyarakat dan dalam pengambilan 
keputusan Desa sehingga keputusan yang diambil sesuai dengan 
keinginan dan aspirasi dari masyarakat. 
Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pemerintahan 
Desa dengan berbagai fungsi dan kewenangannya diharapkan mampu 
mewujudkan sistem check and balance dalam pemerintahan desa. 
Sebagai perwujudan demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan 
desa, Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bekerja 
sama dalam mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan di 
hormati. 
Dalam pengimplementasian fungsi Badan Permusyawaratan Desa 
(BPD) sebagai badan legislatif desa dan wadah aspirasi masyarakat 





pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat 
bersinergi dengan baik dalam menyelenggarakan pemerintahan tentunya 
dengan mendapat dukungan darimasyarakat. 
 
4.2.1 Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa 
bersama Kepala Desa 
Peraturan desa adalah produk hukum tertinggi yang di keluarkan 
pemerintah desa yang bersifat mengatur, yang di buat baik oleh usul 
kepala desa maupun usul Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang 
disetujui bersama dan di tetapkan oleh kepala desa dan di umumkan 
dalam berita desa yang dibuat baik sebagai pelaksanaan/penjabaran 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun untuk 
penyelenggaraan pemerintahan desa. Perumusan Peraturan desa 
layaknya dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut : 
1. Rancangan peraturan desa baik yang disiapkan oleh Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) maupun oleh Kepala Desa, 
disampaikan oleh pimpinan BPD kepada seluruh anggota BPD 
selambat-lambatnya tujuh hari sebelum rancangan peraturan desa 
tersebut di bahas dalam rapat paripurna. 
2. Pembahasan rancangan kepala desa dilakukan oleh BPD bersama 
kepala desa. 
3. Rancangan dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh BPD 





4. Rancangan peraturan desa yang telah disetujui bersama BPD dengan 
Kepala desa disampaikan oleh pimpinan BPD kepada desa untuk di 
tetapkan menjadi peraturan desa dalam jangka waktu paling lambat 
tujuh hari terhitung tanggal penetapan bersama. 
5. Rancangan Peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan 
kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih 
tinggi. 
6. Peraturan desa berlaku setelah diundangkan dalam berita desa. 
 
Dalam pembuatan peraturan desa maka terlebih dahulu dilihat dari 
apa saja yang menjadi aspirasi masyarakat dan apa saja yang menjadi 
kebutuhan di desa salassae. Kemudian dari aspirasi masyarakat yang 
disampaikan itu kembali di rapatkan oleh BPD dalam rapat internal BPD 
apakah aspirasi maasyarakat ini perlu di perdeskan atau tidak kemudian 
disampaikan dalam rapat bersama kepala desa.  
Adapun Mekanisme dalam menetapakan peraturan desa adalah 
beberapa tahap atau langkah-langkah yang ditempuh oleh BPD dalam 
menetapkan Peraturan Desa yaitu menampung usulan-usulan baik yang 
berasal dari BPD maupun Kepala Desa dimana usulan tersebut dapat 
menjadi dasar atau patokan dalam menjalankan Pemerintahan Desa. 
Setelah itu, usulan tersebut dibahas dan dievaluasi, terhadap hasil 
evaluas itersebut kemudian dilakukan penetapan bersama dalam bentuk 





Dalam tahap pembentukan Peraturan Desa, gagasan atau usulan-
usulan lebih banyak berasal dari Kepala Desa dibandingkan dari pihak 
BPD. Hal ini dikarenakan faktor pengetahuan dan wawasan BPD yang 
dirasa masih minim dan juga karena Kepala Desa yang terpilih sudah 
lebih mengetahui tentang keadaan dan kondisi desa tersebut. Proses 
pembuatan Peraturan Desa mulai dari merumuskan peraturan desa 
sampai pada tahap menetapkan Peraturan Desa yang dilakukan bersama-
sama dengan pemerintah desa, tidak ada kendala ataupun hambatan 
berarti yang dijumpai. 
Berdasarkan pernyataan ketua BPD desa salassae bapak Syahrir, 
S.P bahwa : 
 
“Selama ini peran keaktifan BPD dalam membahas dan 
menyepakati rancangan peraturan Desa sangat baik, karena dalam 
rapat pembahasan rancangan peraturan desa selalu dihadiri oleh 
pihak BPD. Pihak BPD sendiri sering melakukan rapat internal BPD 
terlebih dahulu apa yang mau Perdeskan dan berpaju pada apa 
yang menjadi kebutuhan di desa salassae. (Wawancara pada 
tanggal 10 februari 2017). 
 
Senada dengan apa yang diungkapkan oleh bapak Cawir selaku 
Kepala Desa Salassae bahwa : 
“Peran BPD di Desa Salassae sudah cukup baik karena anggota 
BPD terlibat dalam membahas dan menyepakati rancangan 
peraturan desa. Namun ada beberapa yang perlu di perhatikan 
oleh pemerintah Desa Maupun Kecamatan Sebaiknya ada 
pelatihan Khusus BPD bagaimana tata cara pembuatan perdes, 
sehingga semua anggota BPD mengetahui tata cara pembuatan 







Berdasarkan hasil wawancara tersebut dan pengamatan di 
lapangan maka penulis dapat menyimpulkan bahwa seringnya BPD 
melakukan pembahasan dan menyepakati rancangan peraturan serta 
keaktifannya dalam pembahasan tesebut telah membuktikan bahwa 
pelaksanaan fungsi BPD sudah sangan berjalan dengan baik. sehingga 
dalam tahun 2016 ada dua peraturan desa yang dibuat oleh BPD bersama 
kepala desa ialah Peraturan desa salassae Nomor 03 tahun 2016 tentang 
sewa aset desa dan peraturan desa tentang APBDesa serta ditetapkan 
dan diberita acarakan oleh BPD dan Kepala Desa pada 11 Mei 2016. 
Walaupun Ada perdes yang dibuat  BPD bersama kepala desa namun 
perlu  ditingkatkan pemahaman seluruh Anggota BPD dalam pembuatan 
perdes melalui pelatihan tata cara pembuatan perdes. 
Masyarakat desa Salassae merupakan masyarakat yang memiliki 
kompleksitas kebutuhan. Sejalan dengan hal tersebut mereka 
membutuhkan pelayanan yang berkualitas dari pemerintahan desa 
setempat yang harus senantiasa berusaha meningkatkan kemampuan 
mereka untuk memberikan pelayanan yang semakin baik sesuai tuntunan 
masyarakat. Salah satu tupoksi dari Badan Permusyawaratan Desa yaitu 
menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Badan 
Permusyawartan Desa (BPD) sebagai wakil rakyat di desa adalah sebagai 
tempat bagi masyarakat desa untuk menyampaikan aspirasinya dan untuk 
menampung segala keluhan-keluhan dan kemudian menindaklanjuti 





Untuk itu dibutuhkan pengetahuan oleh masyarakat tentang keberadaan 
dan peranan BPD. 
 Setelah suatu Peraturan desa ditetapkan, selanjutnya peraturan 
tersebut diserahkan kepala desa kepada Bupati melalui Camat sebagai 
bahan pengawasan dan pembinaan. Kemudian untuk menindaklanjuti 
peraturan tersebut Kepala Desa kemudian menetapkan Peraturan Kepala 
desa atau Keputusan Kepala Desa yang berfungsi sebagai petunjuk teknis 
pelaksanaan di lapangan. 
 Selain itu, hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Suardi 
selaku  Sekretaris Desa Salassae yakni : 
“Sebagai sekretaris desa, hal yang saya lakukan setelah rapat 
bersama kepala desa dan BPD yakni sebagai pelaksana teknis, 
dimana dalam pelaksanaan tugas selalu berkoordinasi dan selalu 
menindaklanjuti semua hasil dari rapat yang telah dilakukan salah 
satu contoh hasil dari rapat pembahasan dan rancangan peraturan 
desa,pembangunan, maupun hasi rapat lainnya yang berkaitan 
dengan desa”. ( wawancara  6 februari 2017 ). 
 
  Hal tersebut senada yang di ungkapkan oleh bapak Muh. Jupri 
selaku sekretaris BPD Desa Salassae yakni: 
“saya selaku Sekretaris BPD selalu berkordinasi bersama 
sekretaris Desa mengenai hasil rapat dalam pembahasan 
rancangan peraturan desa dan hasil kordinasi itu saya sampaikan 
kepada seluruh anggota BPD dalam rapat internal BPD”. 
 ( Wawancara 13 februari 2017). 
 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa 
selalu adanya koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam hal 
ini kepala desa dan Sekretaris Desa dengan pihak BPD dalam proses 





Secara konseptual, keterkaitan antara kepala desa dan Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) lebih pada check and balance yang mana 
pada intinya merupakan suatu mekanisme saling control di antara 
lembaga desa demi menghindari terjadinya penyimpangan kekuasaan 
dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Dalam persfektif pembagian 
kekuasaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan badan 
legislatif desa yang berfungsi sebagai pembuat peraturan desa, wadah 
bagi aspirasi masyarakat dan juga mengawasi pelaksanaan peraturan 
desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja Pemerintah Desa 
sedangkan Kepala Desa merupakan Badan Eksekutif yang berfungsi 
sebagai pelaksana peraturan desa. 
 
4.2.2  Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat 
Penyelenggaraan pemerintahan desa agar mampu menggerakkan 
masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan 
penyelenggaraan administrasi desa, maka setiap keputusan yang di ambil 
harus berdasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat. 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan wadah bagi 
aspirasi masyarakat desa. Wadah aspirasi dapat di artikan sebagai tempat 
dimana keinginan atau aspirasi masyarakat di sampaikan, ditampung 
kemudian disalurkan. Berdasarkan hasil observasi dan penelitian penulis, 
tugas dan wewenang BPD dalam menggali, menampung dan 
menyalurkan aspirasi masyarakat telah berjalan sesuai dengan tugas dan 





keluhan yang disampaikan oleh masyarakat kepada BPD desa Salasase 
khususnya dalam bidang pembangunan, yaitu : 
a. Masalah Irigasi 
b. Rehabilitasi bangunan pasar 
c. Renovasi Kantor Desa 
d. Perbaikan bangunan posyandu 
e. Pembangunan akses jalan Tani 
f. perabatan jalak rusak 
g. Pengecoran di jalan Ke SMA 14 Salassae 
 
Setelah aspirasi masyarakat desa ditampung, maka langkah 
selanjutnya adalah BPD menyalurkan aspirasi masyarakat tersebut dalam 
pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh BPD. Setelah 
memperoleh aspirasi dan kemudian membahasnya, badan 
permusyawaratan desa (BPD) kemudian meneruskan dan menyampaikan 
sebagaimana maksud yang diharapkan oleh masyarakat. Namun pada 
kesempatan ini pihak pemerintah desa tetap diberi kesempatan untuk 
memberikan penjelasan atas aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. 
Hal tersebut menggambarkan bahwa kepala desa dan Badan 
Permusyawaratan Desa telah dipercaya dan ditokohkan oleh warga. 
Hal tersebut di atas sejalan dengan wewenang Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu menggali, menampung, 
menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat. 
Menurut bapak H. Hamsing salah satu Tokoh Masyarakat Desa 





“BPD dalam hal ini menurut saya, sangat berperan aktif Karena 
Hampir 80% aspirasi masyarakat diterima oleh BPD Dalam  hal 
pembangunan serta perlunya  peningkatan dan pelestarian budaya 
oleh pemerintah desa dan seringnya BPD menjadi wadah 
masyarakat dalam menyampaikan aspirasi mereka tentang 
pembangunan desa.” (wawancara 14 februari 2017)”. 
  
 Namun hal yang berbeda yang di kemukakan oleh ABD. Wahid 
Selaku Tokoh pemuda desa Salassae bahwa : 
tidak pernahnya tokoh pemuda dilibatkan dalam diskusi yang 
membahas mengenai kondisi desa salassae serta aspirasi dari 
pemuda selalu diabaikan oleh pihak BPD dalam hal Pembinaan 
dan pemberdayaan pemuda desa salassae”.  
(wawancara 13 februari 2017). 
 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut, bahwa peran BPD dalam 
hal ini sebagai penampung aspirasi masyarakat telah terlaksana dengan 
baik sesuai dengan yang diharapkan dalam hal pembangunan . Hal 
tersebut dapat terlihat dari seringnya BPD menjadi wadah masyarakat 
dalam menyampaikan aspirasi mereka tentang pembangunan desa. disisi 
lain BPD menurut pengamatan serta hasil wawancara  saya bahwa dalam 
hal menampung aspirasi lemah di kalangan  Pemuda karena yang saya 
dapat di lapangan bahwa BPD dan pemerintah Desa kurang maksimal 
dalam menampung aspirasi salah satu buktinya yaitu mengenai 
pembinaan  keolahragaan serta tidak pernahnya dilibatkan tokoh pemuda 
dalam dalam hal membahas kondisi desa salassae kedepannya. 
 Adapun data yang saya dapat dilapangan bahwa BPD ketika di 
undang dalam kegiatan- Kegiatan Pemuda seperti contohnya membahas 
kondisi desa kedepan, pembinaan pemuda, pemberdayaan pemuda 





di desa salassae anggota BPD tidak hadir dikarenakan kesibukannya 
masing-masing anggota BPD. 
Badan permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wakil rakyat di desa 
adalah sebagai tempat bagi masyarakat untuk menampung segala 
keluhan-keluhannya dan kemudian menindaklanjuti aspirasi tersebut 
untuk disampaikan kepada instansi atau lembaga yang terkait. Banyak 
cara yang dilakukan untuk menampung segala keluhan-keluhan yang 
kemudian ditindaklanjuti yaitu dengan cara tertulis dan secara lisan. Cara 
tertulis misalnya masalah-masalah tersebut terkait dengan pembangunan 
dan kemajuan desa maka akan dibahas dan dibicarakan lebih lanjut 
dalam bentuk peraturan-peraturan desa, dan dengan cara lisan yaitu 
masyarakat menyampaikan aspirasinya langsung kepada BPD pada saat 
ada pertemuan desa atau rembug desa dan ketika ada rapat BPD. 
Selain itu, hal lain yang dilakukan oleh BPD dalam meningkatakan 
pembangunan desa yakni dengan selalu melihat situasi dan kondisi 
lapangan tanpa menunggu adanya keluhan dari masyarakat serta 
melakukan musyawarah evaluasi dalam bidang pembangunan setiap 
bulannya. 
  
 Seperti yang disampaikan oleh bapak Syakir selaku  anggota BPD, 
bahwa : 
“Setiap bulan selalu diadakan musyawarah evaluasi dalam 
bidang pembangunan yang disarankan serta BPD selalu 
melihat situasi dan kondisi di lapangan tanpa menunggu 
adanya keluhan atau Masukan dari masyarakat mengenai 





Setelah aspirasi masyarakat desa ditampung, maka langkah 
selanjutnya adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyalurkan 
aspirasi masyarakat tersebut dalam pertemuan-pertemuan yang 
diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). 
Setelah memperoleh dan kemudian membahasnya,badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) kemudian meneruskan dan menyampaikan 
sebagaimana  maksud  yang  diharapkan  oleh  masyarakat.  Namun  
pada kesempatan  ini  pihak  pemerintah  desa  tetap  di  beri  
kesempatan  untik memberikan penjelasan atas aspirasi yang 
disampaikan oleh masyarakat. 
Berikut ini pernyataan Ibu Yulianti selaku Kaur Pembangunan Desa 
Salassae yakni : 
 
“Beberapa hal yang menjadi perhatian pemerintah dalam 
pembangunan desa yakni, perlunya perbaikan atau renovasi  
posyandu, pembangunan pasar, pembangunan irigasi, 
pembangunan jalan, selain itu perlu ada pembangunan 
poskamling di tiap dusun agar tercipta keamanan di tiap 
dusun. (Wawancara 13 februari 2017). 
 
Dari hasil wawancara tersebut, maka hal yang menjadi perhatian 
khusus pemerintah dalam bidang pembangunan saat ini yaitu peningkatan 
dalam bidang pertanian dan kesehatan. Serta Masyarakat desa Salassae 
masih membutuhkan banyak tindak lanjut pemerintah dalam hal 
pembangunan pasar, penataan lapangan olahrahga serta penambahan 






4.2.3  Melakukan pengawasan kinerja kepala desa 
Kepala Desa di dalam melaksanakan pemerintah desa juga berhak 
untuk membuat keputusan Kepala Desa. Keputusan Kepala Desa dibuat 
untuk mempermudah jalannya Peraturan Desa. Dari data yang diperoleh 
dari kantor Kepala Desa, ada beberapa keputusan yang telah dikeluarkan 
oleh Kepala Desa antara lain adalah keputusan Kepala Desa tentang 
Penyusunan Program Kerja Tahunan Kepala Desa yang dijadikan 
pedoman penyusunan Rencana Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran 
Keuangan Desa (RAPBDes) Desa. 
Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa 
terhadap keputusan Kepala Desa yaitu sebagai berikut: 
a) Melihat proses pembuatan keputusan dan isi keputusan tersebut. 
b) Melihat apakah isi keputusan tersebut sudah sesuai untuk dijadikan 
pedoman penyusunan RAPBDes. 
c) Mengawasi apakah keputusan tersebut benar-benar dijalankan atau 
tidak. 
d) Mengawasi apakah dalam menjalankan keputusan tersebut ada 
penyelewengan. 
e) Menindaklanjuti apabila dalam menjalankan keputusan tersebut ada 
penyelewengan. 
Fungsi sebagai pengawas BPD dituntut lebih professional dan lebih 
 







Berikut pernyataan Ibu Elsita Lisnawati anggota BPD yang 
mengatakan bahwa : 
 
”Koordinasi antara masyarakat, pemerintah dan BPD 
berjalan lancar tanpa menemui kendala yang berarti. BPD 
selalu ikut berperan dalam pengawasan terhadap kinerja 
kepala desa. ini di buktikan dengan sering di adakannya 
rapat evaluasi kinerja kepala desa per-3 bulan dalam 
setahun.” (wawancara, 11 Februari 2017). 
 
  
Hal senada dikatakan Bapak Bahtiar selaku kepala dusun bahwa : 
 
 “pola hubungan antara masyarakat, pemerintah, dan BPD 
sudah berjalan baik karena BPD berperan aktif bersama 
kepal desa dalam hal pengawasan pembangunan”. 
(Wawancara 13 februari 2017). 
 
Dari  hasil  wawancara  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  
terkait dengan fungsi BPD mengenai pengawasan dapat dikatakan telah 
berjalan secara maksimal dengan melihat tidak adanya kendala yang 
dihadapi oleh BPD dalam proses pengawasan yang dilakukan tersebut. 
Dan peran BPD dalam hal pengawasan sudah maksimal di karenakan 
dala hal mengawasi kinerja kepala desa  BPD mengadakan rapat evaluasi 
kinerja kepala desa per-3 bulan dalam setahun dengan melibatkan para 
tokoh masyarakat di desa salassae. 
Untuk mencapai tujuan mensejahterahkan masyarakat desa, 
masing-masing  unsur  pemerintahan  desa, dan  BPD,  dapat 






Di dalam pelaksanaan peraturan desa, Badan Permusyawaratan 
Desa (BPD) juga melaksanakan kontrol atau pengawasan terhadap 
peraturan-peraturan desa dan Peraturan Kepala Desa. 
Pelaksanaan pengawasan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala 
Desa yang dimaksud disini yaitu Pelaksanaan pengawasan terhadap 
APBDes dan RPJMDes yang dijadikan sebagai peraturan desa dan juga 
pengawasan terhadap keputusan Kepala Desa. Pelaksanaan 
pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa Salassae Kecamatan 
Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, adalah sebagai berikut : 
1. Pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa. 
Badan  Permusyawaratan  Desa  dalam  menjalankan  fungsinya 
mengawasi peraturan desa dalam hal ini yaitu mengawasi segala tindakan 
yang dilakukan oleh pemerintah desa. Segala bentuk tindakan pemerintah 
desa, selalu dipantau dan diawasi oleh pihak BPD baik secara langsung 
ataupun tidak langsung, hal ini dilakukan untuk melihat apakah terjadi 
penyimpangan peraturan atau tidak. 
Beberapa cara pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa 
Salassae terhadap pelaksanaan peraturan desa, antara lain : 
a. Mengawasi semua tindakan yang dilakukan oleh pelaksana 
peraturan desa. 
b. Jika terjadi penyelewengan, BPD memberikan teguran untuk 





BPD akan mengklarifikasi dalam rapat desa yang dipimpin oleh 
Ketua BPD 
c. BPD akan mengklarifikasi dalam rapat desa yang dipimpin oleh 
Ketua BPD. 
d. Jika terjadi tindakan yang sangat sulit untuk dipecahkan, maka 
BPD akan memberikan sanksi atau peringatan sesuai yang telah 
diatur di dalam peraturan seperti melaporkan kepada Camat serta 
Bupati untuk ditindaklanjuti. 
 Data yang saya dapat dilapangan mengenai pengawasan BPD 
terhadap pelaksana peraturan desa yaitu ketidak konsistenannya tentang 
peraturan desa dalam hal lingkungan yaitu mengenai penyemprotan 
rumput dan masih dilakukan masih saja dilakukan oleh masyarakat dan 
perdes ini di indahkan oleh BPD. 
Data selanjutnya yang saya dapat di lapangan yaitu mengenai 
pengawasan terhadap kinerja kepala desa dalam hal ini BPD dimana 
dalam pelaksanaan pengawasan BPD sudah terrlihat karena seringnya 
BPD menegur Kepala Desa ketika melakukan tindakan sepihak atau 
penyelewangan salah satu contohnya dalam penerbitan SK perpanjangan 
masa jabatan Kepala Dusun tanpa sepengetahuan BPD dan tokoh 
masyarakat sehingga BPD langsung memberi teguran kepada kepala 
desa secara kekeluargaan. 





Pengawasan terhadap APBDes ini dapat dilihat dalam laporan 
pertanggung jawaban Kepala Desa setiap akhir tahun anggaran. Adapun 
bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPD yaitu : 
 Memantau semua pemasukan dan pengeluaran kas desa. 
 Memantau  secara  rutin  mengenai  dana-dana  swadaya  
yang digunakan untuk pembangunan desa. 
BPD melakukan pengawasan terhadap jalannya peraturan desa di 
masyarakat. Adapun hal-hal yang dilakukan oleh BPD terhadap 
penyimpangan peraturan yaitu memberikan teguran-teguran secara 
langsung ataupun arahan-arahan. Apabila hal tersebut tidak dapat 
diselesaikan, maka BPD akan membahas masalah ini bersama dengan 
pemerintah desa dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya. 
4.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi Badan     
Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan.  
 Untuk mewujudkan suatu organisasi yang efektif dalam 
pelaksanaan fungsinya tidak lepas dari berbagai faktor yang 
mempengaruhi kinerjanya dalam mencapai tujuan. Seperti halnya dengan 
Badan Permusyawaratan Desa, untuk menjadi efektif tidak serta merta 
terjadi begitu saja tetapi ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. 
Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan terdapat beberapa faktor 







4.3.1 Faktor pendukung 
a. Tingkat pendidikan anggota BPD  
 Tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat 
mempengaruhi berjalannya roda pemerintahan dalam hal ini pemilihan 
anngota BPD. 
Tabel 5.3 







1. Syahrir,SP S1 
2. H.ABD.Halim, S.pd S1 
3. Muh.Jufri, S.pd S1 
4. Syakir, S.pd S1 
5. Sulaiman, S.pd S1 
6. Mustari, S.pd S1 
7. Elsita lisnawati,S.pd S1 
8. Hamsinah SMA 
9. Sapri SMA 
 
 Dari table diatas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan anggota 
BPD sangat mendukung dalam pelaksanaan peran dan fungsi BPD 
sehingga sistem rekruitmen/pemilihan anggota Badan Permusyawaratan 





masyarakat di tiap dusun. Hal ini menjadikan tingginya kepercayaan 
masyarakat terhadap orang-orang yang menjadi anggota BPD. Karena 
orang-orang yang terpilih merupakan pilihan masyarakat yang telah 
diketahui dan dapat diukur kemampuan dan kapabilitas yang dimiliki serta 
dengan pemilihan langsung oleh masyarakat dapat dipastikan tidak 
adanya nepotisme yang dilakukan oleh pemerintah yang terkait. 
 Selain itu, sistem rekruitmen/pemilihan anggota BPD di Desa 
Salassae menggunakan sistem pemilihan langsung oleh tokoh-tokoh 
masyarakat yang dipercaya oleh masyarakat setempat. Orang-orang yang 
dipilih untuk menduduki jabatan BPD ini merupakan orang yang danggap 
mampu baik dari segi pendidikan, maupun pengaruhnya dimasyarakat 
dalam hal ini mampu bekerja sama dan mampu menangkap serta 
membaca masalah-masalah yang ada di desa. Dan data yang saya dapat 
di lapangan melalui salah satu tokoh masyarakat bahwa yang mewakili 
seluru masyarakat di tiap dusun itu paling banyak berjumlah 60 orang 
yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, imam dusun, kepala 
dusun serta RT/RW di tiap dusun. 
Hal ini menjadikan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap 
orang-orang yang menjadi anggota BPD. Dalam pemilihan anggota BPD 
ini tidak dilakukan begitu saja. Tokoh-tokoh masyarakat juga melihat dan 
menilai orang-orang layak menjadi anggota BPD. Orang-orang yang 
menjadi anggota BPD sudah memiliki pengetahuan yang lebih dan 





tersebut mampu berkomunikasi dengan baik kepada masyarakat maupun 
kepada pemerintah desa nantinya. 
  
b. Masyarakat 
Masyarakat, merupakan faktor penentu keberhasilan BPD dalam 
melaksanakan fungsinya, besarnya dukungan serta penghargaan dari 
masyarakat kepada BPD menjadikan BPD lebih mempunyai ruang gerak 
untuk dapat melaksanakan fungsinya. Dukungan dari masyarakat tidak 
hanya pada banyaknya aspirasi yang masuk juga dari pelaksanaan suatu 
perdes. Kemauan dan semangat dari masyarakatlah yang menjadikan 
segala keputusan dari BPD dan Pemerintah Desa menjadi mudah untuk 
dilaksanakan. Partisipasi masyarakat baik dalam bentuk aspirasi maupun 
dalam pelaksanaan suatu keputusan sangat menentukan fungsi BPD. 
Dalam mewujudkan suatu organisasi yang efektif dalam 
pelaksanaan fungsinya tidak lepas dari berbagai faktor yang 
mempengaruhi kinerjanya Tidak semua keputusan yang ditetapkan oleh 
BPD dan Pemerintah Desa dapat diterima oleh seluruh masyarakat. 
Beberapa kebijakan yang dikeluarkan terkadang mendapat respon yang 
beraneka ragam baik pro maupun kontra dari masyarakat. Adanya 
tanggapan yang bersifat kontra tentunya dapat menghambat langkah BPD 
dan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. 
Dalam mencapai tujuan mensejahterahkan masyarakat desa, 
masing-masing unsur pemerintahan desa, Pemerintah Desa dan BPD, 





masyarakat. Layak tidaknya orang-orang yang menjadi anggota BPD 
ditentukan dari besar kecilnya dukungan yang diperoleh dari masyarakat. 
Selanjutnya, dukungan dari masyarakat juga dapat dilihat dari 
tingkat kepercayaan masyarakat dalam menjadikan BPD sebagai tempat 
menyalurkan aspirasi. Hal ini dapat dilihat dari frekuensi pertemuan-
pertemuan yang diadakan oleh BPD dengan masyarakat untuk 
membahas masalah-masalah masyarakat desa. Dukungan dari 
masyarakat juga dapat dilihat dari antusiasme masyarakat dalam setiap 
musyawarah/pertemuan yang dilakukan BPD. 
c. Sosial Budaya 
Gaya hidup masyarakat desa salassae yang masih sangat kental 
dengan budaya saling menghargai memberi pengaruh positif terhadap 
efektifitas implementasi fungsi BPD. Masyarakat desa Salassae masih 
sangat menjunjung tinggi budaya menghormati orang yang lebih tua dan 
menghargai orang yang lebih muda sehingga rasa kekeluargaan lebih 
diutamakan antara mereka. Pihak BPD dengan pemerintah desa 
senantiasa menjadikan hal tersebut sebagai landasan untuk meminimalisir 
jika terjadi perbedaan-perbedaan antar masyarakat yang dapat 
menimbulkan potensi konflik. 
Serta nilai sosial budaya dan komitmen moral  yang sangat di jaga 
sampai saat ini oleh seluruh masyarakat desa salassae adalah: 





( barang siapa yang melakukan perbuatan nista atau merusak khususnya 
di salassae maka segera diminta untuk segera meninggalkan kampung ). 
 Inilah sosial budaya atau tradisi yang harus di patuhi oleh seluruh 
masyarakat desa salassae sehingga tidak ada yang masyarakat yang 
dapat melanggar dan walaupun ada maka dia akan di usir untuk 
meninggalkan kampung. sehingga tidak ada perbedaan antara 
masyarakat dan BPD yang dapat menimbulkan konflik. 
 Seperti yang dikemukakan oleh bapak jamaluddin B.sw selaku 
tokoh masyarakat bahwa : 
“Desa salassae merupakan desa yang masih memegang teguh 
nilai sosial budayanya  sehingga ini yang menjadi pegangan bagi 
pemerintah desa, BPD dan masyarakat desa salassae. sehingga 
tidak ada satupun masyarakat yang akan menjadi perusak 
kampung dan walaupun ada yang melanggar akan mendapat 
sanksi dari pemangku adat. inilah yang menjadi pegangan anatara 
pemerintah desa, BPD dan masyarakat dalam melaksanakan 
tugas dan fungsinya masing-masing sehingga tidak terjadi konflik 
di desa salassae”. (Wawancara 14 februari 2017). 
d. Pola hubungan kerjasama antara BPD dengan pemerintah desa. 
 Salah satu faktor pendukung efektivitas tugas dan fungsi BPD adalah 
terciptanya hubungan yang harmonis antara BPD dengan Pemerintah 
Desa dengan senantiasa menghargai dan menghormati satu sama lain, 
serta adannya niat baik untuk saling membantu dan saling mengingatkan. 
Keharmonisan ini desa sebabkan karena adanya tujuan dan kepentingan 
bersama yang ingin dicapai yaitu untuk mensejahterakan masyarakat 





desa, BPD dan Pemerintah Desa selalu menyadari adanya kedudukan 
yang sejajar antara keduanya. 
 Hal ini di kemukan oleh sekretaris desa bapak Mustafa bahwa : 
 “Pola hubungan anatara masyarakat, pemerintah, dan BPD 
sudah berjalan baik karena BPD berperan aktif bersama 
kepala desa dalam hal pelaksanaan pemerintahan desa”. 
(Wawancara 13 februari 2017). 
 
 Sesuai dengan hasil wawancara dan pengamatan saya di lapangan 
bahwa pola hubungan kerjasama  antara pemerintah desa dengan BPD 
sudah terlaksana dengan baik karena ketika ada masukan dari 
masyarakat ke kepala desa maka segera menyampaikan apa yang 
menjadi masukan masyarakat ke BPD begitupun sebaliknya. Dan Kepala 
Desa selalu  berkordinasi ke BPD mengenai masukan dari masyarakat 
mengenai pembangunan Desa serta BPD dan Kepala Desa berperan aktif 
dalam mewujudkan program dari bawah dan terlibat langsung dalam 
kegiatan pembangunan di Desa Salassae bersama BPD. Dan hubungan 
check and balance antara Kepala Desa bersama anggota BPD. 
Dengan berlakunya Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang 
Pemerintahan Daerah yang didalamnya mengatur tentang Daerah serta 
dengan ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 
Tahun 2014 Tentang Desa maka pedoman pembentukan Badan 








4.3.2 Faktor penghambat 
Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan ada beberapa 
faktor yang menjadi penghambat kinerja BPD dalam melaksanakan 
fungsinya, yakni: 
a. Partisipasi anggota BPD dalam rapat yang masih kurang 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai peran yang 
penting dalam menetapkan kebijaksanaan dalam menyelenggarakan 
Pemerintah Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan 
wadah aspirasi sekaligus merupakan wadah perencana, pelaksanaan dan 
pengendalian kegiatan masyarakat dan badan-badan lainnya dalam 
pembangunan desa. 
Untuk melaksanakan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 
tersebut diatas diperlukan orang-orang yang mampu berkomunikasi 
dengan baik serta mampu menganalisis aspirasi atau apa yang diinginkan 
oleh masyarakat yang selanjutnya di koordinasikan dengan Pemerintah 
Desa.  
Stratifikasi atau tingkat pendidikan juga dapat berpengaruh pada 
keberhasilan penerapan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). 
Dengan tingginya derajat keilmuan yang dimiliki seseorang maka akan 
semakin tinggi tingkat analisis terhadap gejala-gejala sosial yang terjadi 
dalam suatu lingkup masyarakat, namun kenyataannya bahwa tingkat 





menjadi faktor penghambat di dalam merumuskan Peraturan Desa yng 
akan dibuat. 
Eksistensi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat dibutuhkan 
demi jalannya Pembangunan Desa. Sebagai lembaga perwakilan 
masyarakat desa yang berfungsi untuk menyampaikan aspirasi mereka 
kepada Pemerintah Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 
diharapkan memiliki kemampuan intelektual yang tinggi untuk dapat 
meramu dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa. 
Tingkat pendidikan dalam kaitannya dengan keberhasilan implementasi 
fungsi Badan Permusyawaratan Desa Salassae sangat di butuhkan 
karena mengingat fungsi Badan Permusyawartan Desa Salassae sebagai 
lembaga parlemen desa, dimana merupakan alat penghubung antara 
masyarakat dan desa. 
Partisipasi BPD dalam rapat pembahasan aspirasi-aspirasi yang 
disampaikan oleh masyarakat sangatlah penting, karena keaktifan mereka 
dapat memberikan pengaruh besar tehadap tercapainya aspirasi yang 
diberikan. 
Menurut pernyataan Bapak H. ABD Halim wakil ketua BPD, yakni : 
 
“Kendala yang biasanya dihadapi oleh BPD sendiri adalah 
kurangnya partisipasi anggota dalam rapat yang diadakan. 
Hanya sekitar 50% anggota yang ikut aktif terlibat dalam 
rapat.” (wawancara, 11 februari 2017) 
 
Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa, salah satu 





berpartisipasinya anggota-anggota BPD dalam rapat yang telah diadakan 
oleh pihak BPD. Hal tersebut sangat mempengaruhi keefektifan hasil rapat 
yang ada karena dapat dikatakan bahwa tidak semua dari pihak BPD 
berperan dan melaksanakan fungsinya secara aktif. 
Dalam tahun 2016 ini partisipasi rapat anggota BPD mengalami 
penurunan ditiap rapat yang dilaksanakan BPD baik itu rapat internal 
maupun eksternal. salah satu buktinya yaitu dapat dilihat pada table di 
bawah ini : 
Tabel 5.4 
Partisipasi anggota BPD dalam rapat 
No  Pembahasan rapat Jumlah anggota BPD 
yang hadir 
1. Rapat mengenai pembahasan peraturan 
desa bersama kepala desa. 
7 orang 
2. Rapat mengenai aspirasi masyarakat. 5 orang 
3. Rapat membahas RABDESA 6 orang 
4. Musrengbang Desa 5 orang 
5. Pembahasan Draf RPJMDes 6 orang 
6. Penetapan atau pengesahan RPJMDes 4 orang 
7. Rapat evaluasi kinerja Kepala Desa 1 5 orang 
8. Rapat evaluasi kinerja Kepala Desa 2 6 orang 
9. Rapat evaluasi kinerja Kepala Desa 3 5 orang 





Dari table diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi anggota BPD 
dalam rapat yang masih kurang sehingga itulah yang menyebabkan 
kurang efektifnya  peran dan fungsi BPD dalam Pelaksanaan 
pembangunan di desa salassae kurang berjalan secara maksimal. 
b. Sarana  
Dalam melaksanakan tugasnya sebagai BPD sangat dibutuhkan 
wadah sebagai sekretariat yang digunakan dalam melakukan segala 
kegiatan yang berkenaan dengan kegiatan BPD mulai perencanaan dan 
pengadministrasian. Wadah atau tempat berupa kantor sangat dibutuhkan 
BPD demi terorganisasinya seluruh kegiatan BPD  hal ini juga dimaksud 
untuk memudahkan jalur komunikasi dan koordinasi antara anggota BPD 
yang lain. 
Hal ini di kemukakan Ketua BPD bapak Syahrir,S.P bahwa : 
 “Yang menjadi salah satu faktor penghambat dalam 
pelaksanaan fungsi BPD itu di karenakan belum adanya 
sekretariat BPD sehingga kita selaku BPD terkadang rapat 
internal di kantor desa.  
  
 Dari hasil wawncara dan pengamatan saya dilapangan bahwa 
memang perlu pengadaan sekretariat BPD karena saat ini sekretariat 
menjadi kendala dalam pelaksanaan peran dan fungsi BPD sehingga tidak 
ada tempat untuk para anggota BPD untuk berkantor agar peran BPD 
lebih efektif lagi. 
Dan data yang saya dapat dilapangan mengenai belum adanya 





hal ini yang menjadi kendala utama. Masalah Sarana untuk BPD antara 
lain : 
1. Seringnya BPD rapat internal di kantor desa  
2. kurang aktifnya anggota BPD dikarenakan tidak adanya 
kesektariatan. 
3. banyaknya arsip-arsip BPD yang hilang dikarenaka 
tercampurnya data desa di tempat penyimpangan arsip. 
 
Dari uraian diatas itulah yang menyebabkan Ketua BPD 
mengusulkan pengadaan sekretariat pada saat Musrenbang desa pada 
januari 2017 dan di terima oleh pemerintah kabupaten dan kecamatan 
untuk dimasukkan dalam anggaran desa tahun 2017 mengenai 




















a. Peran BPD dalam pembangunan di Desa Salassae Kabupaten 
Bulukumba  
 Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa 
bersama kepala desa dimana selalu adanya koordinasi yang 
dilakukan oleh pemerintah desa dalam hal ini kepala desa 
dengan pihak BPD dalam proses pembahasan dan pembuatan 
rancangan peraturan desa. Sehingga pada tahun 2016 ada 
dua perdes yang di buat BPD bersama Kepala Desa yakni 
perdes Sewa aset dan Perdes APBDes. 
 Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, peran 
BPD dalam hal ini sebagai penampung aspirasi masyarakat 
telah terlaksana dengan baik sesuai dengan yang 
diharapakan. Hal tersebut dapat terlihat dari seringnya BPD 
menjadi wadah masyarakat dalam menyampaikan aspirasi 
mereka tentang pembangunan desa. Serta terlibatnya BPdD 
dalam hal pembangunan tanpa harus menunggu danya 
keluhan dari masyarakat. Ketika ada aspirasi masyarakat yang 
menjadi kebutuhan Desa Salassae maka BPD langsung 
melakukan rapat internal bersama anggota BPD yang lainnya 





lanjuti atau bagaimana. Setelah itu BPD Menyampaikan hasil 
rapat internalnya kepada pemerintah desa dalam hal ini 
Kepala desa mengenai apa yang menjadi masukan dari 
masyarakat desa salassae. 
 Melakukan pengawasan kinerja kepala desa, terkait dengan 
fungsi BPD mengenai pengawasan dapat dikatakan telah 
berjalan secara maksimal dengan melihat tidak adanya 
kendala yang dihadapi oleh BPD dalam proses pengawasan 
yang dilakukan tersebut. 
b. Faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi Badan Permusyawaratan    
Desa dalam pelaksanaan pembangunan. 
 Faktor pendukung 
1. Kualitas pendidikan anggota BPD dalam rekruitmen atau 
sistem pemilihan anggota BPD, sistem 
rekruitmen/pemilihan anggota Badan Permusyawaratan 
Desa (BPD) menggunakan sistem pemilihan langsung 
oleh masyarakat. Hal ini menjadikan tingginya 
kepercayaan masyarakat terhadap orang-orang yang 
menjadi anggota BPD. 
2. Masyarakat dimana besarnya dukungan serta 
penghargaan dari masyarakat kepada BPD menjadikan 






3. Sosial budaya dimana gaya hidup masyarakat desa 
Salassae yang masih sangat kental dengan budaya 
saling menghargai dan filosofi Serta nilai sosial budaya 
dan komitmen moral  yang sangat di jaga sampai saat ini 
oleh seluruh masyarakat desa salassae adalah: “inai-nai 
tau ammucca’ rici’nonga assulukukko battu risalassae”( 
barang siapa yang melakukan perbuatan nista atau 
merusak khususnya di salassae maka segera diminta 
untuk segera meninggalkan kampung ). 
4.    memberi pengaruh positif terhadap efektifitas 
implementasi fungsi BPD. 
5. Pola hubungan kerjasama dengan pemerintah desa, 
salah satu faktor pendukung efektivitas fungsi BPD 
adalah terciptanya hubungan yang harmonis antara BPD 
dengan Pemerintah Desa dengan senantiasa 
menghargai dan menghormati satu sama lain. 
 Faktor penghambat 
1. Partisipasi anggota rapat yang masih kurang dimana 
salah satu kendala yang dihadapi oleh pihak BPD saat 
ini adalah kurang berpartisipasinya anggota-anggota 
BPD dalam rapat yang telah diadakan oleh pihak BPD 






2. Belum ada sekretariat BPD dalam melaksanakan 
tugasnya sebagai BPD sangat dibutuhkan wadah 
sebagai sekretariat yang digunakan dalam melakukan 
segala kegiatan yang berkenaan dengan kegiatan BPD 
mulai perencanaan dan pengadministrasian. Wadah 
atau tempat berupa kantor sangat dibutuhkan BPD 
demi terorganisasinya seluruh kegiatan BPD  hal ini 
juga dimaksudkna untuk memudahkan jalur komunikasi 
dan koordinasi antara anggota BPD yang lain. 
5.2 Saran 
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menuliskan beberap 
asasaran yakni sebagai berikut : 
1. Sebaiknya Ketua BPD mengkordinasi anggota agar tetap 
hadir dalam rapat yang membahas kebutuhan desa salassae 
walau belum ada sekretariat untuk berkantor. 
2. Sebaiknya BPD selalu ikut berperan dalam pengawasan 
pembangunan guna meningkatkan efektifitas jalannya 
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